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KATA PENGANTAR 
 

Dalam rangka terbitnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016-2021, dengan ini ditetapkan arah dan acuan pelaksanaan 

pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Maka disusun 

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

tahun 2016-2021 yang berisikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, 

program dan kegiatan. Pelaksanaannya dirancang dan dirumuskan indikator 

keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap 

tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya. 

Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan 

pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pada lingkungan 

strategis yang cepat berubah dan berkembang dalam era globalisasi. Semoga Allah 

SWT selalu memberikan taufik dan hidayahnya atas semua upaya dalam pencapaian 

ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. 

 

Lamongan,       Juni 2021 

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 
DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN LAMONGAN 
 
 
 

 
U M U R O N A H, S.ST., M.Kes. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19721111 199203 2 010 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Perencanaan pembangunan adalah sebagai sub sistem dari starting 

point strategis, hal ini merupakan langkah logis karena didalam 

implementasinya penyusunan rencana pembangunan memerlukan 

integrasi dan akumulasi potensi sumberdaya maupun jejaring kerja 

(networking) antara pelaku pembangunan dan akan mewarnai 

pelaksanaan rencana pembangunan maupun pengendalian dan 

pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh sebab itu dengan 

dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 

tahun 2016-2021 maka menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dalam menyusun rencana strategis perubahan, sebagai 

implementasi dari kebijakan, program dan kegiatan pokok RPJMD yang 

telah diriview dengan memperhatikan variabel penting Visi, Misi OPD 

maupun tugas pokok dan fungsi yang secara yuridis merupakan amanat 

perda tentang organisasi perangkat daerah. 

Dengan demikian menjadi penting bahwa Renstra OPD harus 

didesain dalam koridor integrasi dua dimensi kepentingan yang keduanya 

akan efektif untuk mencapai sasaran maupun perwujutan Visi dan Misi 

daerah sebagaimana yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten 

Lamongan tahun 2016-2021. Berkenaan dengan itu baik formula maupun 

proses penyusunan Renstra OPD benar-benar mampu mendukung 

rencana pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana 

substansi RPJMD Kabupaten Lamongan, sehingga target kinerja yang 

tertuang dalam RPJMD dapat tercapai dan dipertanggungjawabkan. 

Perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan, sebagai bentuk upaya mewujudkan Tata Pemerintahan 

yang baik (Good Governance) yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi, 
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tentunya membawa pengaruh perubahan yang cukup signifikan di daerah. 

Terlebih pada penataan kelembagaan dan organisasi yang berada di ruang 

lingkup dan kewenangan daerah.  

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Lamongan, Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk untuk unsur 

penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan otonomi daerah 

Kabupaten dibidang Keluarga Berencana, sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan 

Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Daerah Kabupaten Lamongan. 

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok 

dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  yang 

starting poin pada arah dan kebijakan bagi pemberdayaan keluarga melalui 

penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan pembangunan keluarga 

sejahtera berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 dengan 

menyikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi 

gap (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan 

masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahtera. 

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2021, didasarkan 

pada hasil penjabaran Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2019-2021. Tugas pokok dan 

fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Lamongan, adalah mendukung misi ke-5 yaitu : “Memantapkan kehidupan 

masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya 

lokal”. Pada sisi lain, dalam penyusunan Renstra tersebut, juga mengacu 

pada kebijakan Pemerintah Pusat, sesuai dengan yang tertuang dalam 

Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, melalui Peraturan Kepala 

BKKBN Tahun 2015-2019. 
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Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 2016-2021, telah melalui beberapa langkah penyempurnaan, 

dengan melakukan penajaman pada tujuan, sasaran, outcome, output dan 

kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 

(KKBPK). Pembuatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 2019-2021 tersebut, 

melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, dan masukan dari berbagai elemen 

yang lain. Dalam implementasinya, diharapkan seluruh perencanaan pada 

unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lamongan mengacu pada dokumen Renstra 

Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2019-

2021 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen 

perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan yang dituangkan 

dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lamongan. 

1.2  Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Organisasi perangkat 

Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 dilandasi Dasar Hukum sebagai 

berikut : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 

4 ayat 1. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999,tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi 

dan Nepotisme. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003, tentang 

Keuangan Negara. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2004, tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 tahun 2004, tentang 

Pemerintah Daerah. 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 2004, tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2007, Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2014, tentang 

Pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya Dinas 

Pengendalian Penduduk dan KB. 

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional No. 163 Tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur tugas 

dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana di 

propinsi/Kabupaten/Kota. 

10. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

11. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006, tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

12. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007, tentang Pembangian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007, tentang Organisasi 

Perangkat Daerah. 

14. Peraturan Presiden RI Nomor: 7 Tahun 2005, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-

2009. 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2010 

Tentang Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.  

17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana 

Nasional Nomor: 82/Per/B5/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
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Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 

Provinsi. 

18. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor: 38 Tahun 2009, 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) 

Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 03 Tahun 2008, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten 

Lamongan. 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 5 Tahun 2016, 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Lamongan 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 3 Tahun 2016, 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD 

) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021. 

22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016 - 2021. 

 

 

 

1.3  Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan adalah sebagai upaya 

untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci 

keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai 

dokumen perencanaan pembangunan yang memberi arah dan pedoman 

dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk 
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dan Keluarga Berencana selama lima tahun kedepan, sehingga Output 

yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku 

pembangunan,dengan demikian Renstra SKPD menjadi landasan dalam 

penyusunan Rencana Kinerja  SKPD (Renja) yang merupakan rencana 

kerja SKPD tahunan. 

 

1.4  Sistematika Penulisan  

 Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 terdiri dari beberapa 

Bab dan Beberapa Lampiran yang memuat progam dan kegiatan serta 

target kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan dengan sistematika sebagai 

berikut:  

Bab I  :  Pendahuluan, menjelaskan tentang uraian mengenai Latar 

Belakang, , Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan 

Renstra OPD dan Sistematika Penulisan. 

Bab  II  : Gambaran Pelayanan OPD, menjelaskan tentang Tugas, 

Fungsi dan Struktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, 

Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang 

Pengembangan Pelayanan OPD. 

Bab  III :   Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi, memuat 

tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

pelayanan OPD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, 

Telaah Renstra dan Penentuan Isu-isu Strategis.  

Bab IV :    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, 

berisikan tentang Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, serta Tujuan 

dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan, Strategi dan 

Kebijakan Di Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Bab  V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, berisikan 

tentang Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja, 
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Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Lamongan.  

Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran Review  RPJMD, berisikan tentang  indikator kinerja 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang 

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD 

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan 

sasaran Review RPJMD Tahun 2016-2021. 

Bab VII : PENUTUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

   

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah 
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Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor : 05 Tahun  2016 tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, yang dijabarkan 

dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 65 Tahun 2016 : tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Lamongan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka 

pelaksanaan tugas desentralisasi serta mewujudkan pertumbuhan 

penduduk yang stabil dan keluarga lebih sejahtera di Bidang 

Pengendalian Penduduk dan  Keluarga Berencana. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Lamongan mempunyai 

fungsi, antara lain: 

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan   

   Keluarga Berencana 

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di   

    bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang  Pengendalian Penduduk 

    Dan Keluarga Berencana 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai   

   dengan tugas dan fungsinya 

 

 

 

2.1.2 Struktur Organisasi OPD 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan 

unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan 
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fungsi dibidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan disusun dalam struktur 

organisasi terdiri atas:  

1. Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan. 

2. Sekretariat, yang terdiri atas :   

a. Sub Bagian Umum. 

b. Sub Bagian Keuangan. 

c. Sub Bagian Program dan Evaluasi 

3. Bidang Keluarga Berencana, yang terdiri atas : 

a. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alkon 

b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB 

c. Seksi Jaminan Pelayanan KB 

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang terdiri atas : 

a. Seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera 

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia 

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja 

5. Bidang Pengendalian Penduduk,  yang terdiri atas : 

a. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk 

b. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk 

c. Seksi Data dan Informasi 

6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan,  yang terdiri atas : 

a. Seksi Penyuluhan DAN KIE 

b. Seksi Advokasi dan Penggerakan 

c. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP 

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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2.1.3 Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah 

kepala OPD 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 

mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Daerah menyelenggarakan fungsinya : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian Kualitas penduduk 

dan keluarga berencana 

b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 

pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana; 

c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian 

kuantitas penduduk; 

d. Pelaksanan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; 

e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian 

kuantitas penduduk dan keluarga berencana 

f. Pelaksnaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB 

dan Kader KB. 

g. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat 

kontrasepsi; 

h. Pelaksanaan Pelayanan KB; 

i. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi 

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan 

ver KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 

k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional 

 

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 
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seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten. 

    Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaiat menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian  

    Penduduk dan KB Daerah; 

b. Penyusunan rencana Program dan anggaran; 

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga,    

    kepegawaian,hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; 

d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,   

     verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana. 

    Sekretariat terdiri dari : 

a. Subbagian Program dan Evaluasi 

b. Subbagian Umum 

c. Subbagian Keuangan 

 

1. Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan koordinasi 

penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan dinas 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten 

2. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukanpemberian dukungan 

administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan 

dokumentasi 

3. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi 

keuangan, pengelola barang milik/ kekayaan negara serta sarana 

 

1. Bidang Pengendalian Penduduk merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

teknis di bidang Pengendalian Penduduk. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan 

sistem informasi keluarga; 

b. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk dan sistem 

informasi keluarga; 
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c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga; 

d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah 

dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di 

Kabupaten/ Kota; 

f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk; 

g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian 

penduduk; 

h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas : 

a. Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk 

b. Seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk 

c. Seksi data dan informasi 

1. Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, 

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, 

prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemaduan dan 

sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di Kabupaten 

2. Seksi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria 

serta pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian 

penduduk di Kabupaten 

3. Seksi data dan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

norma, estándar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi data dan informasi pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana 

 

4. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keluarga Berencana 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana; 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di 

bidang Keluarga Berencana; 

d. Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 

pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten/ Kota; 

e. Pelaksnaan Pelayanan KB di Kabupaten/ Kota; 

f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten/ Kota; 

g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana; 

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana; 

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas. 

Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas : 

a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alkon 

b. Seksi Jaminan Pelayanan KB 

c. Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB 

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

tanggung jawab kepada kepala bidang. 

1. Seksi Pengendalian dan pendistribusian alkon mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pengendalian dan pendistribusian alkon di Kabupaten. 

2. Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas penyiapan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan 

pelayanan KB di Kabupaten. 

3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan ber KB mempunyai tugas 

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, strandar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB. 
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5. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penyuluhan dan Penggerakan 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan dan Penggerakan fungsi 

: 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan 

Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi dan 

Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

c. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/ Kota di bidang pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/ PLKB); 

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi 

dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana; 

f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang Penyuluhan, advokasi 

dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas : 

a. Seksi Penyuluhan dan KIE 

b. Seksi Advokasi dan Penggerakan 

a. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB 

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

tanggung jawab kepada kepala bidang. 

1. Seksi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

penyuluhan dan KIE 

2. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 

norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan Advokasi dan penggerakan 
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3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP 

6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan 

keluarga menyelenggarakan fungai : 

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahana dan kesejahteraan 

keluarga; 

b. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

c. Pelaksnaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita; 

d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja dan 

Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R); 

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibang Bina Keluarga Lansia; 

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga 

sejahtera melalui usaha mikro keluarga; 

g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan 

ketahanan keluarga; 

i. Pelakasanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas : 

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; 

c. Seksi Bina Ketahanan remaja 

Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

tanggung jawab kepada kepala bidang. 

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas penyiapan 

bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, 



 

 

16 

 

RENSTRA PERUBAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA                                        
KAB. LAMONGAN 2016-2021 

norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi 

pemberdayaan keluarga sejahtera 

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas 

penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan 

teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan 

evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita anak dan lansia 

3. Seksi Bina Ketahanan remaja mempunyai tugas penyiapan bahan 

pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, 

standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan 

ketahanan remaja 

 

7. UPTD merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas 

teknis operasional tertentu dari dinas pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana. 

 

8. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan operasionalisasi teknis 

berdasarkan keahlian, keterampilan dan spesialisasi sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk 
menunjukkan organisasi, jumlah personil, tata laksana OPD 
(proses, prosedur, mekanisme). 

 
Personil 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bebencana 
Kabupaten Lamongan Tahun 2017 
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NO 
JABATAN 

STRUKTURAL 
JMLH 

PANGKAT/ 

GOLONGAN 
JMLH 

PENDIDIKAN 

FORMAL 
JMLH KET. 

1. Kepala Dinas 1 Pembina Utama Muda 

 ( IV/c ) 

1 S.2 1  

2. Sekretaris 1 Pembina (IV/a) 1 S.2 1  

3. Kepala Bidang 4  Pembina ( IV/a ) 4 S.2 4  

   
    

 

4. Kasubag 3 Penata Tk. I ( III/d ) 3 S.2 1  

   
  

S.1 2  

5. Kasi 12 Pembina  ( IV/a ) 3 S.2 

S.1 

2 

1 

 

   Penata Tk. I  ( III/d ) 6 S.2 2  

    

Penata ( III/c ) 

 

3 

S.1 

S.1 

4 

3 

 

 

6. Kepala UPT 20 Pembina  ( IV/a ) 15 S.2 

S.1 

10 

5 

 

   Penata Tk. I ( III/d ) 

Penata ( III/c ) 

4 

1 

S.1 

S.2 

4 

1 

 

   
    

 

7. Staf 13 Penata Tk. I ( III/d ) 7 S.1 7  

   
 

    

   Penata Muda ( III/a ) 1 SMA 1  

   Pengatur Tk. I ( II/d ) 2 SMA 2  

   Pengatur ( II/c ) 5 SMA 5  

   
  

   

 Sub Jumlah 34  34  34  

 

 

NO 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
JMLH 

PANGKAT/ 

GOLONGAN 
JMLH 

PENDIDIKAN 

FORMAL 
JMLH KET. 

1 Penyuluh KB 91 Pembina Tk.I ( IV/b ) 24 S.2 5  
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S.1 19 

   Pembina ( IV/a ) 

Penata Tk. I ( III/d ) 

33 

25 

S.2 

S.1 

D.3 

SMA 

33 

11 

2 

12 

 

   Penata Muda Tk I ( III/b ) 6 SMA 6  

   Penata Muda  ( III/a ) 1 SMA 1  

   Pengatur ( II/c ) 2 SMA 2  

        

 Sub Jumlah 91  91  91  

 
JUMLAH 

TOTAL 
125     125  125  

 

2.2 Sumber Daya SKPD 

 Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan tugas Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sampai dengan 

bulan Desember tahun 2017 berjumlah 149 orang, dari kondisi saat ini apabila 

ditinjau dari kebutuhan ideal masih dapat kekurangan sebanyak 100 orang, 

kekurangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan tenaga kelompok fungsional, 

Tenaga  lapangan KB atau PLKB/Penyuluh KB yang terlatih dan menjadi tulang 

punggung mekanisme operasional Program KB di lapangan yang memiliki 

peranan penting dalam menyukseskan program KB. 

 Daftar Inventaris Asset/Modal 

NO NAMA BARANG JUMLAH KET 

1. STATION WAGON 6  

2. MOBIL UNIT PENERANGAN  1  

3. SEPEDA MOTOR 170  

4. GEROBAK LORI 1  

5. MESIN KETIK MANUAL  PORTABLE             20  
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6. MERIN CALCULATOR 7  

7. LEMARI BESI/ METAL 44  

8. RAK BESI/ METAL 8  

9. RAK KAYU 47  

10. FILLING BESI/ METAL 9  

11. BRANKAS 2  

12. FILLING PLASTIK  1  

13. PAPAN VISUAL  19  

14. PAPAN NAMA INSTANSI  12  

15. PAPAN PENGUMUMAN  1  

16. PAPAN TULIS 1  

17. WHITE BOARD 65  

18. PETA 4  

19. OVERHAED PROYEKTOR 1  

20. STEMPEL DINAS 1+1  

21. STAPLES BESAR 1  

22. FAXIMILE 1  

23. LAYAR LCD 1  

24. PENGGARIS 1  

25. PAPAN NAMA  9  

26. LEMARI KAYU 54  

27. MEJA KAYU/ ROTAN  75  

28. KURSI BESI/ METAL 28  

29. MEJA RAPAT 26  

30. MEJA TULIS 213  

31. KURSI KAYU/ ROTAN/ NAMBU 64  
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32. KURSI TAMU  9  

33. KURSI PUTAR 20  

34. KURSI BIASA  170  

35. KURSI LIPAT 68  

36. MEJA KOMPUTER 5  

37. SOFA 22  

38. JAM ELETRONIK 44  

39. KURSI FIBER GLASS 43  

39. LAIN – LAIN 1  

40. MESIN PENGHISAP DEBU 1  

41. AC SPLIT 15  

42. KIPAS ANGIN  46  

43. EXHAUSE FAN 21  

44. TRENG AIR 1  

45. RADIO 3  

46. AMPLIFILER 1  

47. KARAOKE 2  

48. MEGAPHONE 2  

49. UNIT POWER SUPPLY 3  

50. TIMBANGAN ORANG  1  

51. ALAT HIASAN 2  

52. LAMBANG GARUDA PANCASILA  3  

53. 
GAMBAR PRESIDEN/ WAKIL 

PRESIDEN  
5  

54. TIANG BENDERA  2  

55. WATER FILTER 2  
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56. TANGGA ALUMUNIUM  1  

57. DISPENSER 4  

58. TEMPAT AQUA  1  

59. TEMPAT SAMPAH  1  

60. LEAFLET 2000  

61. POSTER 3100  

62. APE 3160  

63. ALAT PEMADAN/ PARATOBLE 7  

64. PERSONAL KOMPUTER 17  

65. PC. UNIT 38  

67. NOTE BOOK 35  

68. PRINTER 93  

69. PERALATAN JARINGAN  3  

70. MEJA KERJA PEJABAT ES. II 2  

71. MEJA KERJA PEJABAT ES.III 15  

72. MEJA KERJA PEJABAT ES. IV 59  

73. MEJA KERJA PEJABAT ES. V 2  

74. MEJA KERJA PEG. NON STRUKTURAL 23  

75. MEJA RAPAT  6  

76. KURSI MEJA PEJABAT ES. II 2  

77. KURSI MEJA PEJABAT ES. III 20  

78. KURSI MEJA PEJABAT ES. IV 18  

79. BUFFET KAYU  1  

80. CAMERA + ATTACHMEN  4  

81. PROYEKTOR ATTACHMEN  1  

82. MICROPHONE/ WIRE LEES MIC 33  
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83. SUDE PROYEKTOR 1  

84. HANDYCAM 1  

85. ROL METER 1  

86. PESAWAT TELEPON 8  

87. HANDY TALKY ( HT ) 21  

88. 
ALAT KEDOKTERAN KB                  ( 

OBGYNBED )  
33  

89. ALAT KEDOKTERAN KB ( UID KIT ) 19  

90. STERILISATOR  28  

91. DUK IMPLANT 898  

92. NEEDIE DESTROYER MANUAL 31  

93. PAPER ANASTAS 32  

94. IUD KIT 121  

95. IMPLANT KIT  75  

96. IUD KIT 121  

97. IMPLAN KIT 75  

98. KIE KIT 344  

99. BKBKIT DAN APE KIT  214  

100. 
ALAT PERAGA EDUKATIF BERUPA 

BKBKIT  
101  

101. APE KIT 19  

102. GAS SYLINDER 2  

103. KURSI RAPAT  70  

104. KURSI KERJA  6  

105. KIE KIT GENRE 15  

106. LAYAR PROYEKTOR 4  

107 NOTE BOOK 5  
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2.3 Kinerja Pelayanan OPD 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lamongan selama target Renstra periode sebelumnya 

telah berhasil memenuhinya itu bisa dilihat dari table 2.1  

1). Meningkatnya pelayanan keluarga berencana. 

Prevalensi peserta KB aktif. Pada dasarnya  prosentase pencapaian 

target kinerja sudah bagus yaitu 79,50% memenuhi target yang pada tahun 

2015 sudah ditetapkan pada Renstra dan jika apabila dibandingkan dengan 

prosentase capaian kinerja Tahun 2014, target tersebut mengalami 

peningkatan tingkat prosentase pencapaian. Hal tersebut disebabkan oleh 

Jumlah peserta yang menjadi anggota program KB Aktif  mendekati  dari 

seluruh jumlah pasangan subur. Untuk tahun depan agar supaya lebih 

Mamaksimalkan peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa 

(PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub PPKBD) di lapangan 

yang memberikan informasi dan bantuan melalui pendidikan dan kegunaan 

alat kontrasepsi. Prestasi yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana kab. Lamongan di tahun 2015 adalah : 

1) Mendapatkan Piala Presiden SATYA LENCANA WIRA KARYA untuk  

    Bupati Lamongan (Keberhasilan pelaksanaan program KB di   

    Kabupaten Lamongan 

2) Mendapatkan Juara I Nasional Lomba Karya Tulis Ilmiah       

     Kependudukan Tk  Remaja 

3) Juara III Lomba Keluarga Harmonis tingkat Propinsi Jawa Timur 

4) Juara Harapan I Lomba Kader BKB tingkat Propinsi Jawa Timur 

5) Juara Harapan II Lomba Kader IMP tingkat Propinsi Jawa Timur 

2). Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 th. Pada 

dasarnya prosentase pencapaian target kinerja sudah bagus yaitu 0,10% 

pada tahun 2015 sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan pada 

Renstra dan jika apabila dibandingkan dengan prosentase capaian kinerja 

Tahun 2014, target tersebut tidak mengalami peningkatan tingkat prosentase 

pencapaian. Hal tersebut disebabkan oleh Jumlah PUS yang usia istrinya 

<20 tahun  dibandingkan dengan jumlah PUS keseluruhan. Untuk tahun ini 
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sudah Mamaksimalkan Advokasi-advokasi dan Komunikasi Informasi dan 

Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). 

3). Cakupan Pasangan Usia Subur yang ber-KB tidak terpenuhi. Pada dasarnya 

pencapaian target kinerja sudah bagus yaitu 8,13% pada tahun 2015 tidak 

memenuhi target yang sudah ditetapkan pada Renstra dan jika apabila 

dibandingkan dengan prosentase capaian kinerja Tahun 2014, target 

tersebut mengalami penurunan tingkat prosentase pencapaian. Hal tersebut 

disebabkan oleh belum maksimalnya peran Pembantu Pembina Keluarga 

Berencana Desa (PPKBD) dan sub Pembantu Pembina KB Desa (sub 

PPKBD) di lapangan yang memberikan informasi dan bantuan melalui 

pendidikan dan kegunaan alat kontrasepsi dan Mamaksimalkan Advokasi-

advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan 

Reproduksi Remaja (KRR).
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Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Kabupaten Lamongan  

                     

NO 
Indikator Kinerja 
sesuai Tugas dan 

Fungsi SKPD  

Targ
et 

SPM 

Targ
et 

IKK 

Target 
Indikator 
Lainnya 

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Tahun  Rasio Capaian Pada Tahun   

ke- ke- ke-  

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

1 
Prevalensi peserta KB 
aktif 

      

78.68% 78.88% 79,08% 79,28% 79,48% 79.73% 79.98% 79.64% 79,36% 79.50% 101.33% 101.39% 100.71% 100,10% 100,03% 

 

2 

Cakupan Pasangan 
Usia  Subur yang 
istrinya dibawah usia 
20 tahun       

1.55% 1.40% 1,25% 1,10% 0,10% 2.18% 2.29% 0.363% 0,41% 0.10% 140.65% 163.57% 29.04% 37,27% 96,27% 

 

3 
Cakupan Pasangan 
Usia  Subur yang ber-
KB tidak terpenuhi 

      

11.03% 10.83% 10,63% 10,43% 10,23% 9.64% 8.81% 7.89% 8,30% 8.13% 87.40% 81.35% 74.22% 79,58% 79,51% 
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Tabel 2.2  

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  

Kabupaten Lamongan  

                   

Uraian 
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan  

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

BELANJA 
DAERAH 11.857.830.300  11.915.747.000  11.904.971.000  13.424.372.000  20.448.123.500  11.620.673.694 11.200.802.180   11.785.921.290  13.155.884.560  20.243.642.265  98 %  94 %  99 %  98 %  99 %  13.910.208.760  13.601.386.798  
BELANJA 
TIDAK 
LANGSUNG   9.326.215.000    8.940.749.000    8.723.173.000    9.798.747.000  14.292.818.600  8.953.166.400   8.583.119.040  8.635.941.270  9.700.759.530  14.149.890.414  96 %  96 %  99 %  99 %  99 %  10.216.340.520  10.004.575.331  

 - Belanja 
Pegawai    9.326.215.000    8.940.749.000    8.723.173.000    9.798.747.000  14.292.818.600  8.953.166.400   8.583.119.040  8.635.941.270  9.700.759.530  14.149.890.414  96 %  96 %  99 %  99 %  99 %  10.216.340.520 10.004.575.331  

BELANJA 
LANGSUNG  2.531.615.300   2.974.998.000    3.181.798.000    3.625.625.000    6.155.304.900  2.480.982.994   2.796.498.120  3.118.162.040  3.589.368.750  6.032.198.802  98 %  94 %  98 %  99 %  98 %  3.693.868.240  3.603.442.141  

 - Belanja 
Pegawai     137.772.500     294.841.000 

                   
     292.141.000      290.095.000       237.247.000     136.394.775     280.098.950     289.219.590  284.293.100  234.874.530  99 %  95 %  99 %  98 %  99 %  250.419.300  302.820.107  

 - Belanja 
Barang dan 
Jasa  1.177.832.800   1.352.874.500    1.350.574.500   1.515.298.400  2.151.879.300  1.154.276.144  1.285.230.775  1.337.068.755  1.500.145.416  2.130.360.507  98 %  95 %  99 %  99 %  99 %  1.509.691.900 1.481.416.319  

 - Belanja 
Modal   1.216.010.000   1.539.082.500    1.539.082.500   1.820.231.600  3.766.178.600  1.216.010.000  1.462.128.375  1.539.082.500  1.820.231.600  3.766.178.600  100 %  95 % 100 % 100 % 100 %  1.976.117.040  1.960.726.215  
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 

1. Analisis lingkungan internal 

 Kekuatan:  

1. Tersedianya tenaga, sarana dan prasarana Pelayanan dan alokon yg 

cukup  

2. Adanya sarana prasarana mobilitas petugas lapangan yang memadai  

3. Dukungan partisipasi masyarakat ( IMP)  

 Kelemahan: 

1. Distribusi Alokon sulit menjangkau seluruh wilayah  

2. Jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan jumlah desa  

3. Angka Unmetneed masih tinggi  

2. Analisis lingkungan eksternal 

 Peluang : 

1. Adanya KKB,DPS,BPS yang melayani progam KB 

2. Adanya perekrutan PNS dari pemerintah untuk PKB/PLKB 

3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik.  

 Tantangan : 

1. Masih adanya Toga/Toma yang kurang mendukung program KB 

2. Pemerintah lambat dalam penambahan pengangkatan PKB baru. 

3. Masih kuatnya budaya kawin muda. 

3. Rumusan Strategi 

Untuk mewujudkan Visi dan Misi SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu rumusan 

strategi yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan Analisis 

Internal maupun Eksternal rumusan Faktor Kunci penentu keberhasilan untuk 

mencapai Visi, Misi adalah, sebagai berikut: 

A. Strategi kekuatan – Peluang. 

1. Mengoptimalkan tenaga dan sarana yang ada di Faskes dalam 

pelayanan program KB. 

2. Advokasi pada Stakeholder untuk pengangkatan PKB/PLKB. 

3. Mengoptimalkan IMP dan mitra kerja dalam program KB. 
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B. Strategi Kelemahan - Peluang 

1. Mendistribusikan Alokon ke seluruh Faskes. 

2. Meningkatkan jumlah PKB baru. 

3. Melibatkan mitra kerja dalam menurunkan Unmetneed. 

C. Strategi Kekuatan – Kendala 

1. Sosialisasi program Kb kepada Toga/Toma. 

2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana mobilitas pada petugas 

lapangan. 

3. Meningkatkan dukungan kepada IMP terhadap peningkatan PUP 

(Pendewasaan Usia Perkawinan). 

D. Strategi Kelemahan - Kendala.  

1. Testimoni pengalaman ber-KB kepada Toga/Toma. 

2. Mengadvokasi kepada pemerintah agar ada percepatan penambahan 

pengangkatan PKB baru. 

3. Peningkatan penggarapan GENRE untuk meningkatkan PUP dan 

menurunkan Unmetneed. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana. 

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan, analisis terhadap 

isu‐isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan 

bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas 

pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Ketepatan 

dalam menentukan prioritas pembangunan akan mempermudah dalam 

merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program 

secara keseluruhan. 

Langkah awal dalam isu-isu strategis adalah dengan merumuskan, 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di  Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. Permasalahan 

tersebut disandingkan terhadap lingkungan eksternal, analisis yang khususnya 

selama lima tahun yang akan datang serta lebih meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat.      

a. Masih Rendahnya Upaya Untuk Memberdayakan Keluarga Guna 

Mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas  

Upaya-Upaya yang dilakukan untuk membina, mengembangkan dan 

memberdayakan Keluarga dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga 

kecil berkualitas yang bercirikan kemandirian dan sejahtera masih rendah 

sehingga hak asasi dan martabat manusia khususnya yang terkai dengan 

pengaturan reproduksi masih jauh dari harapan. 

b. Kurangnya Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera  

Masih banyaknya perkawinan yang istrinya berusia dibawah 20 tahun 

hal ini dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang akan melahirkan 

dan anak yang akan dilahirkan untuk itu perlu adanya peningkatan akses 

informasi, peningkatan akses pelayanan PIK Remaja, peningkatan kualitas dan 
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pengelolaan jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja sehingga remaja 

dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan prilaku positip tentang kesehatan 

reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu 

dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 

c. Masih Tingginya Keluarga-Keluarga Yang Belum Dapat Memenuhi 

Kebutuhan Dasarnya Secara Minimum 

Melihat masih banyaknya keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan 

kesehatan maka perlu kiranya ada gerakan yang dapat meningkatkan 

pendapatan keluarga yaitu merupakan kegiatan ekonomi produktif yang 

beranggotakan ibu-ibu yang berasal dari keluarga miskin maupun peserta KB 

guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga 

sejahtera 

d. Masih Rendahnya  Ketahanan dan  Kualitas Lingkungan Keluarga 

Pada kenyataannya masih banyak keluarga yang rentan terhadap 

kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri hal 

tersebut disebabkab karena kualitas keluarga yang mencakup aspek 

pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya masih sangat rendah, untuk itu 

perlu dorongan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina 

ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia berdasarkan siklus 

hidup yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai lanjut usia dalam rangka 

membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 

e. Masih Tingginya Unmetneed 

Berdasarkan laporan F/I/Dal/04 bulan Desember 2015, tercatat jumlah 

PUS di Kabupaten Lamongan sebanyak 285.650. Dari jumlah tersebut terdapat 

jumlah PUS bukan peserta KB yang ingin anak ditunda sebanyak 11.405 dan 

yang tidak ingin anak lagi sebanyak 11.830. Dari data tersebut maka dapat 

diketahui besarnya angka Unmetneed di Kabupaten Lamongan bulan 

Desember 2015 yaitu sebanyak 23.235 atau 8,13% dari jumlah PUS. Mengacu 

pada target dalam RPJMN maupun RPJMD yang mengharapkan Unmetneed 

hanya % maka perlu upaya serius untuk menurunkannya. Unmetneed 

merupakan salah satu sasaran penggarapan untuk pemakaian KB ditambah 
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dengan Hamil, dimana setelah melahirkan merupakan sasaran Peserta KB Baru 

serta jumlah perkawinan yang dibawah usia 21 tahun. 

f. Cakupan PIK – REMAJA Cukup Tinggi. 

Adapun pada target dalam RPJMN maupun RPJMD yang 

mengharapkan cakupan PIK-Remaja sebesar 10 dalam katagori tegar, 

sehingga diperlukan pembinaan yang lebih efektif dan konsisten dengan 

harapan dapat menjadi PIK- Remaja Tegak.
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3.2 . Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 

Visi Daerah Kabupaten Lamongan, yang tertuang dalam RPJMD Tahun 

2016-2021 sebagai hasil representasi Visi Bupati Terpilih, adalah: 

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”. 

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung 

di dalamnya, yaitu : 

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam 

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing. 

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan 

sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan. 

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan 

lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang 

layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu 

tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan 

kearifan lokal Kabupaten Lamongan. 

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut 

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara 

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki 

dalam persaingan ditingkat Global 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-

2021 tersebut, maka misi yang pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 

misi sebagai berikut yaitu : 

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan 

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan maksud bahwa misi ini 

dimsaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan 

yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses 

serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan 

mengoptimalkan potensi daerah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan 

untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, 
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perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang 

dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian 

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian 

lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan 

penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, 

pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang 

keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian 

4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik dengan 

maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola 

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional. Prinsip tersebut 

dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan 

mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat 

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan 

menjunjung tinggi budaya lokal dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan 

untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar 

pangan, sandang dan papan dengan didukung stabilitasi politik dan pemerintahan 

yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya. 

 Rencana Srategis Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana 

Kabupaten Lamongan tercantum dalam misi ke lima RPJMD Kabupaten 

Lamongan Tahun 2016 – 2021 yaitu : Memantapkan kehidupan masyarakat yang 

tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal dengan tujuan 

meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan masyarakat. Lebih tepatnya 

masuk pada tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan ke 17; Mengendalikan 

pertumbuhan penduduk.  

Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 

Berdasarkan tugas dan fungsi DPPKB yang terkait dengan visi, misi, serta 

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan 

identifikasi permasalahan diatas dipaparkan dalam faktor-faktor penghambat dan 

pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah 

dan wakil kepala daerah, yaitu sebagai berikut: 
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A. Faktor Penghambat 

a. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen 

b. Wilayah yang luas 

c. Tingkat pendidikan yang rendah 

d. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih rendah 

 

B. FaktorPendorong 

a. Adanya komitmen untuk mendukung program DPPKB 

b. Terfasilitasinya anggaran program Kependudukan, Keluarga Berencana,   

    dari anggaran APBD Kabupaten. 

c. Adanya peraturan peraturan Bupati untuk penunjang pelaksanaan kegiatan   

    di DPPKB. 

d. Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksaan kegiatan 

e. Adanya penyuluh lapangan DPPKB 

f.  Adanya kader di masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan di  

    DPPKB 

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur 

Jumlah penduduk yang semakin besar, tentu membawa tantangan 

tersendiri dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Jumlah 

penduduk yang besar dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah social, 

ekonomi dan budaya. Menyikapi kondisi tersebut, maka pemerintah berupaya 

menggalakkan program keluarga berencana dalam rangka menciptakan keluarga 

yang sehat dan sejahtera. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 

tetang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada Pasal 

18 menyatakan tujuan pengendalian penduduk, yaitu “Pengendalian kuantitas 

penduduk ditujukan untuk mewujudkan keserasian, dan keseimbangan antara 

jumlah penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam, 

maupun daya tampung lingkungan serta konsisi perkembangan social, ekonomi 

dan budaya”. Sedangkan pada pasal 20 disebutkan bahwa teknis pengendalian 

penduduk adalah “Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga 

berkualitas. Pemerintah menetapkan kebijakan Keluarga Berencana melalui 

penyelenggaraan program keluarga berencana.” 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menjelaskan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana 

merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pada sisi 

lain merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau urusan 

konkuren. Dengan demikian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lamongan mempunyai kewajiban melaksanakan 

kebijakan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana 

di tingkat daerah. Berkaitan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Peraturan 

Kepala BKKBN Nomor : 55/HK-010/B5/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera 

di Kabupaten/ Kota. Merujuk pada prinsip otonomi daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

merupakan langkah kongkrit dalam mengatasi rentang kendali manajemen 

pelayanan Program KB antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 

khususnya di Kabupaten/ Kota. Hal semacam ini, tentunya dapat berjalan dengan 

baik apabila didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian 

penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya 

keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrument regulasi yang mendukung 

penyelenggaraan program, penempatan personil tenaga penyuluh, pelayanan 

KB, rancang bangun program yang tertuang khususnya di Kabupaten/ Kota.  

Hal semacam ini, tentunya dapat berjalan dengan baik apabila didukung 

dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada 

masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan 

infrastruktur instrument regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, 

penempatan personil tenaga penyuluh, pelayanan KB, rancang bangun program 

yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah dan RPJMD. 

Undang-undang nomor 52 tahun 2010 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa BKKBN yang 

awalnya merupakan lembaga yang hanya menangani program KB Nasional, 

namun saat ini bertambah fungsinya, yaitu berperan dalam pembangunan 

kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas dan mobilitas. Penanganan 

permasalahan kependudukan tidak cukup ditangani oleh satu lembaga 
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pemerintah, namun perlu melibatkan berbagai sektor terkait dengan bersinergi 

dan terintegrasi antar program. 

Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Lamongan, mempunyai 

keterkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui kebijakan BKKBn, hal ini 

dikarenakan Program Keluarga Berencana tidak dapat dilaksanakan secara 

spasial, namun harus dilaksanakan secara menyeluruh dan integral. Oleh sebab 

itu, penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan tahun 

2016-2021, yang memuat tentang kebijakan pembangunan Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), juga mengacu pada 

mandate Visi dan Misi pemerintah pusat guna mewujudkan agenda prioritas 

pembangunan (Nawacita), terutama pada agenda prioritas nomor 5 (lima), yaitu 

“Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana”, sekaligus mengacu pada Rencana 

Strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019, melalui Peraturan Kepala BKKBN Nomor 

: 212/PER/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2015-2019. 

Jika merujuk keterkaitan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Kependudukan (DPPPAK) Prov. Jawa Timur yang 

memiliki Tujuan : Meningkatkan kualitas, status, posisi dan kondisi perempuan 

agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki, membangun anak 

agar sehar, cerdas, ceria serta terlindungi menuju keluarga sejahtera dan 

meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan. Khusus pada 

pembangunan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK) memiliki keterkaitan pada sasaran : (8) Tersedianya alat 

kontrasepsi ; (9) Terwujudnya pelayanan keluarga berencana yang berkualitas  ; 

(10) Terwujudnya anak sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal , cerdas, 

ceria , berpartisipasi aktif sesuai usianya ; (11) Tersedianya Data Base tentang 

kesetaraan dan keadilan gender yang mudah diakses. Dengan demikian, Renstra 

Dinas Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , secara 

hirarki telah sesuai dan mendukung kebijakan pemerintah pusat dan provinsi 

Jawa Timur. 
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3.4. Telaah Rencana dan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis 

Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK), pada dasarnya tidak mempunyai keterkaitan dan tidak 

dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS). Hal ini disebabkan pembangunan Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) lebih dipengaruhi 

oleh pola kehidupan social dan budaya yang menyangkut perilaku masyarakat, 

sehingga dalam hal ini diperlukan pemetaan tersendiritentang kependudukan, 

keluarga dan keluarga berencana. 

 

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 

Dalam rangka menyusun dokumenperencanaan pembangunan yang 

berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana dihadapkan pada isu strategis, sebagai 

berikut :  

1. Masih rendahnya kualitas data base keluraga. 

2. Masih tingginya perkawinan usia muda. 

3. Masih rendahnya kualitas ber KB, terutama kepersertaan KB Metode  

    Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 

4. Masih tingginya Unmet Need dan drop out kepesertaan KB. 

5. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. 

6. Masih rendahnya kualitas IMP (PPKBD dan Sub PPKBD) sebagai ujung  

    tombak pengelola program Kependudukan, Keluarga Berencana dan    

    Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

7. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kelompok kegiatan ketahanan   

    keluarga (BKB, BKR, BKL). 

8. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas kegiatan pemberdayaan ekonomi  

    keluarga melalui kelompok UPPKS. 
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BAB IV 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. VISI DAN MISI 

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Daerah Kabupaten Lamongan, yang 

tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebagai hasil representasi Visi Bupati 

Terpilih, adalah: 

“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING” 
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Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna 

terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kab. 

Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing, satu kesatuan masyarakat 

hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di 

Wilayah Kabupaten Lamongan, lebih sejahtera  dalam pengertian semakin mantap 

dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan 

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang 

akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-

agama masyarakat dan kearifan lokal serta terwujudnya peningkatan lebih lanjut 

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara 

optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki 

dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai 

pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras denganTugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.  

Penduduk Kabupaten Lamongan yang tumbuh seimbang merupakan salah satu 

prioritas pembangunan yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang stabil yang 

ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,0 per wanita atau Net 

Reproduction Rate (NRR) sama dengan 1. Dan mewujudkan keluarga lebih 

sejahtera atas anugerah yang diberikan Allah SWT, berupa keanekaragaman 

sumberdaya yang ditunjang dengan kualitas pendidikan, Kesehatan, Infrastrutur dan 

berkembangnya perekonomian masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi 

yang dapat menggerakan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Adapun Misi-Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Pelaksanaan Keluarga Berencana. 
 

Merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas dalam 

memenuhi permintaan masyarakat (unmeetneed) akan pelayanan Keluarga 

Berencana dan Kesehatan Reproduksi termasuk didalamnya upaya 

menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi yang dilahirkan, meningkatkan 

pelayanan Informasi, Komunikasi dan edukasi yang dilakukan dengan cara 
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memberikan motifasi, pembinaan, penggerakan serta pendampingan bagi 

keluarga, agar memahami pentingnya Keluarga Berencana, sehingga terwujud 

kesejateraan keluarga bagi masyarakat Kabupaten Lamongan. Serta Melakukan 

upaya-upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

makna pembangunan berwawasan kependudukan yang pada akhirnya dapat 

membangun kemajuan dan kemandirian masyarakat itu sendiri 

4.2. TUJUAN DAN SASARAN 

 Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2016–2021 melalui 

pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan 

dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan 

perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam 

perencanaan pembangunan keluarga berencana jangka menengah Kabupaten 

Lamongan, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja 

pembangunan keluarga berencana Kabupaten Lamongan secara keseluruhan. 

Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang mengacu pada 

misi kelima yaitu “Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram 

dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui pemberdayaan 

masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran”. Adapun tujuan dan 

sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lamongan beserta indikator kinerjanya sebelum 

Perubahan RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021 disajikan dalam Tabel 4.1 

sebagaimana berikut ini     :
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 

 

 
 
 

 

NO TUJUAN 

SASARAN INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 
KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Meningkatny

a 
Pelaksanaan 
Keluarga 

Berencana 

a. Laju Pertumbuhan     

    Penduduk 
 
 
b.  Persentase Jumlah   

 Kampung KB 

 Prevalensi 

peserta KB 
aktif 

77,7% 77,7% 77,7% 77,7% 77,7% 77,78% 

a
. 
 

 
 
b

. 

Cakupan 
Pasangan Usia 
Subur Yang 

Ber-KB Tidak 
Terpenuhi 
Institusi 

Masyarakat 
Pedesaan 

(PPKBD) 
Mandiri 

8,80% 
 
 

 
56,96% 

7,95% 
 
 

 
57,17
% 

7,90 % 
 
 

 
57,38% 

7,85 % 
 
 

 
57,59% 

7,83 % 
 
 

 
57,81% 

7,75 % 
 
 

 
58,02% 
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Berdasarkan Review RPJMD pada 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan berubah menjadi  

 

 

 

N

O 
TUJUAN 

SASARAN INDIKATOR 
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Meningkatny
a 
Pelaksanaan 

Keluarga 
Berencana 
untuk 

Mengendalik
an Laju 

Pertumbuhan 
Penduduk 

Meminimalkan 
Kelahiran  Melalui 
peningkatan Kesertaan 

Ber-KB 
 
 

 

1. Prevalensi 
peserta KB 
aktif 

77,73% 77,74% 77,75% 77,76% 77,77% 77,78% 

2. 
 

 
 
 

Angka 
Kelahiran 

Kasar 
 

10,36 10,31 10,26 10,21 10,16 10,11 
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Pada Dokumen RPJMD Kabupaten 

Lamongan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung Urusan Keluarga Berencana dengan tujuan 
dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut : 

Tabel 4.2 

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 

MISI 5 

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal 

R
P

J
M

D
 

K
a

b
u

p
a
te

n
 

L
a

m
o

n
g

a
n

 

T
a

h
u

n
 2

0
1

6
-

2
0

2
1

 Tujuan   

 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum 
melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran 

Sasaran  

Meningkatnya Pelaksanaan Keluarga Berencana 

Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggujawab 

Meningkatnya 
Pelaksanaan 
Keluarga 

Berencana 

a. Laju Pertumbuhan Penduduk 
 

 

b. Persentase Jumlah Kampung KB 

Persentase Peserta KB Aktif 

 

1. Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ber-KB 

Tidak Terpenuhi 

2. Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD) 

Mandiri 

Seksi Pembinaan dan Peningkatan 

Kesertaan KB  

1. Seksi Jaminan Pelayanan KB 

2. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB    

    dan Kader KB. 

 

 

 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perda No. 3 Tahun 2016 Tentan RPJMD Kab. 
Lamongan Tahun 2016-2021 DPPKB mendukung Urusan Keluarga Berencana dengan tujuan dan indikator sasaran sebagaimana 

berikut : 



   

43 

 

RENSTRA PERUBAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA                                        

KAB. LAMONGAN 2016-2021 

Tabel 4.2 

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 

MISI 5 

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal 

R
P

J
M

D
 

K
a

b
u

p
a
te

n
 

L
a

m
o

n
g

a
n

 

T
a

h
u

n
 2

0
1

6
-

2
0

2
1

 Tujuan   
 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum 

melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran 

Sasaran  

Meminimalkan Kelahiran  Melalui peningkatan Kesertaan Ber-KB 

Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Penanggujawab 

Meningkatnya 

Pelaksanaan 
Keluarga 

Berencana dan 
Mengendalikan 
Laju 

Pertumbuhan 
Penduduk 

Meningkatnya Kesertaan Ber-KB Untuk 

Meminimalkan Pertumbuhan 
Penduduk 

 
 
 

1. Persentase Peserta KB Aktif 

2. Angka Lahir Kasar 

Seluruh Bidang dan Seksi 

 

 

Tabel 4.3 

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Formulasi 
Kondisi 

Awal 
Kondisi 
Akhir 

Meningkatnya Pelaksanaan Keluarga 

Berencana 

1. Prosentase Laju Pertambahan 

Penduduk 

Jumlah Penduduk Tahun sekarang 
dikurangi jumlah penduduk tahun 

0,26 0,55 
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 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target sebelum 

Perubahan RPJMD 2016-2021 
 
 

Tabel 4.3 

sebelumnya dibagi jumlah penduduk 
tahun sebelumya 

Sasaran  
a. Laju Pertumbuhan Penduduk 
b. Persentase Jumlah Kampung KB 

Indikator Formulasi Definisi Operasional Sumber Data 
Kondisi 
awal 

Target Kinerja 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Kondisi 
Akhir 

Persentase Peserta 

KB Aktif 

Jumlah Peserta KB Aktif 

dibagi Jumlah PUS 

(Pasangan Usia Subur) 

Keseluruhan 

 Merupakan persentase dari jumlah PUS 

(Pasangan Usia Subur) yang aktif 

menajdi peserta KB 

Laporan 

F/1/Dal 7
7
,7

2
 

7
7
,7

3
 

7
7
,7

4
 

7
7
,7

5
 

7
7
,7

6
 

7
7
,7

7
 

7
7
,7

8
 

7
7
,7

8
 

1. Cakupan Pasangan 

Usia Subur Yang Ber-

KB Tidak Terpenuhi 

2. Institusi 

Masyarakat Pedesaan 

(PPKBD) Mandiri 

 Jumlah PUS (tak 
kb)+tial 
Jumlah PUS 
 
Jumlah PPKBD Mandiri 
Jumlah Seluruh Sub 
PPKBD 

Pasangan Usia Subur yang kebutuhan 

Ber-Kb Tidak Terpenuhi. 

Persentase Kader yang melaksanakan 

penyuluhan secara mandiri 

Laporan/ F/1/ 

Dal 

  
  
  
5
5
,2

7
  
  
  

1
1
,4

3
 

5
6
,9

6
  
  
 1

1
,4

2
 

5
7
,0

1
  
  
 1

1
,4

1
 

5
7
,1

0
  
  
 1

1
,3

9
 

5
7
,2

0
  
  
 1

1
,3

7
 

5
7
,3

0
  
  
 1

1
,3

5
 

5
7
,4

0
  
  
 1

1
,3

2
 

5
7
,4

0
  
  
 1

1
,3

2
 

Tujuan Indikator Kinerja Tujuan Formulasi 
Kondisi 

Awal 

Kondisi 

Akhir 

Meningkatnya Pelaksanaan Keluarga 
Berencana dan Mengendalikan Laju 

Pertumbuhan Penduduk 

2. Prosentase Laju Pertambahan 

Penduduk 

Jumlah Penduduk Tahun sekarang 
dikurangi jumlah penduduk tahun 
sebelumnya dibagi jumlah penduduk 
tahun sebelumya 

0,88 0,66 
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 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan Target sesudah 
Perubahan 2016-2021  

 

 
 

 

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN  

Tabel 4.4 
Penyelarasan Arah kebijakan dan Strategi 

MISI 5 
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal 

R
P

J
M

D
 

K
a

b
u

p
a
te

n
 

L
a

m
o

n
g

a
n

 

T
a

h
u

n
 2

0
1

6
-

2
0

2
1

 Tujuan   

 Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum 
melalui pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran 

Sasaran 5 
Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana 

Sasaran  
Meminimalkan Kelahiran  Melalui peningkatan Kesertaan Ber-KB 
 

Indikator Formulasi Definisi Operasional Sumber Data 
Kondisi 
awal 

Target Kinerja 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Kondisi 
Akhir 

Prevalensi Peserta KB 

Aktif 

Jumlah Peserta KB Aktif 

dibagi Jumlah PUS 

(Pasangan Usia Subur) 

Keseluruhan 

 Merupakan persentase dari jumlah PUS 

(Pasangan Usia Subur) yang aktif 

menajdi peserta KB 

Laporan 

F/1/Dal 7
7
,7

2
 

7
7
,7

3
 

7
7
,7

4
 

7
7
,7

5
 

7
7
,7

6
 

7
7
,7

7
 

7
7
,7

8
 

7
7
,7

8
 

Angka Kelahiran 

Kasar 

 

 Jumlah Kelahiran 

JumlahPenduduk         x1000 

 
 

Angka yang menunjukkan banyaknya 

kelahiran bayi setiap 1.000 penduduk 

Data 

Disdukcapil 

  
  
 

1
0
,3

6
 

1
0
,3

1
 

1
0
,2

6
 

1
0
,2

1
 

1
0
,1

6
 

1
0
,1

1
 

1
0
,1

1
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Tujuan Sasaran Arah Kebijakan Strategi 

Mengendalikan 

Laju 

Pertumbuhan 

Penduduk 

dengan 

Meningkatkan 

Pelayanan 

Keluarga 

Berencana  

Meningkatnya 

Kesertaan Ber-KB 

untuk Meminimalkan 

Pertumbuhan 

Penduduk  

1. Peningkatan pelayanan dan pembinaan Pengetahuan 

kesertaan ber-KB berupa pemahaman masyarakat 

mengenai hak reproduksi dan kesehatan reproduksi 

beserta berbagai permasalahannya. 

2. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan 

Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi. 

4. Menjalin dan meningkatkan dukungan mitra kerja dan 

mengembangkan potensi sumber kesejahteraan dalam 

upaya kemandirian dan ketahanan keluarga. 

 

1. Peningkatan kualitas hidup 

dan SDM agar lebih produktif. 

2. Penambahan Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas. 

3. Meningkatkan kinerja 

pengelola Program BKB 

untuk mengembangkan 

model BKB yang terpadu 

dengan kegiatan sektor lain 

serta untuk mendukung 

kesinambungan kegiatan 

BKB. 

4. Meningkatkan advokasi 

untuk meningkatkan 

dukungan anggaran kegiatan 

dalam rangka meningkatkan 

jumlah dan kompetensi kader 

BKB. 

 



   

48 

  

RENSTRA PERUBAHAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA                                        

KAB. LAMONGAN 2016-2021 

 
BAB V 

 
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA 

 
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 

  
Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka 

langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan 

Keluarga Berencana dengan mengikuti peraturan perundang–undangan yang berlaku 

serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Lamongan.  

Kegiatan pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi 

organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang 

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. 

5.1 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  

       KABUPATEN LAMONGAN 

 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan sebelum adanya Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 yaitu : 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari beberapa kegiatan 

meliputi : 

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

c. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 

e. Penyediaan alat tulis kantor 

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

g. Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor 

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

j. Penyediaan makanan dan minuman 

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 
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l. Penyediaan jasa tenaga administrasi atau kegiatan  

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang terdiri dari beberapa 

kegiatan meliputi : 

a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 

b. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 

c. Pengadaan peralatan gedung kantor 

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan yang terdiri dari beberapa kegiatan meliputi : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 

d. Forum SKPD 

e. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 

5. Program Keluarga Berencana 

a. Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 

b. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 

c. Pembinaan Keluarga Berencana 

d. Dukungan Operasional Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan Sebagai 

Pusat Pengendali Operasional Lini Lapangan 

e. Advokasi Dan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja Melalui Saka Kencana 

f. Pembentukan Kampung KB 

6. Program Pelayanan Kontrasepsi 

a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 

b. Pelayanan KB Medis Operasi  

c. Pengadaan Obat dan Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pasca Persalinan 

d. Operasional Pendistribusian Alokon 

7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 

a. Learning Organization Bagi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 
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b. Peningkatan Jaringan Mitra Kerja 

c. Penilaian IMP dan Pengelola KB Terbaik Tingkat Kecamatan Dan Kabupaten 

d. Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera (UPPKS) 

e. Operasional Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 

f. Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Remaja/ 

Mahasiswa (PIK R/M) 

g. Orientasi Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (PIK) Bagi 

Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah 

h. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pusat Pelayanan Informasi Konseling 

KRR 

8. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

a. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di Kecamatan 

b. Tersedianya Sarana Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. 

9. Program Penyuluhan dan penggerakan 

a. Penyuluhan tentang Kependudukan dan KB 

10. Program Pengendalian Penduduk 

a. Hasil Analisis Operasional Program KB Multi Indikator Dan Efek Dampak SPM 

Dan Hasil Pendataan 

b. Sosialisasi Pelaporan Dan Evaluasi Program KB 

c. Sosialisasi/ Desiminasi Kebijakan Dan Strategi Peranan Pengendalian 

Penduduk 

d. Penelahan Data untuk Parameter Kependudukan 

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan setelah adanya Peraturan Daerah 

Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan Jasa Perkantoran 

b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran 

c. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
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a. Pembangunan Gedung Kantor 

b. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 

c. Pemeliharaan Rutin atau Berkala Gedung Kantor 

d. Rehabilitasi Sedang atau Berat Gedung Kantor 

e. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas atau Operasional  

 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala 

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 

c. Forum Perangkat Daerah 

d. Survey Pelayanan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah 

5. Program Keluarga Berencana 

a. Pengadaan Peralatan Pelayanan KB 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 

c. Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana 

d. Pembinaan Keluarga Berencana 

e. Dukungan Operasional Bagi Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 

6. Program Penyuluhan dan Penggerakan 

a. Pembinaan dan Penyuluhan Program KKBPK 

b. Pembinaan dan Peningkatan Jaringan Mitra Kerja Program KB 

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 

d. Sosialisasi dan Evaluasi Advokasi Bagi Penyuluhan, Kader, Toga dan Toma 

e. Dukungan Operasional Untuk Kader 

f. Pembinaan Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader 

g. Peringatan Momentum Hari Keluarga Nasional 

h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK) 

i. Dukungan Media KIE untuk Balai Penyuluhan KB (DAK) 

7. Program Pengendalian Penduduk 

a. Sosialisasi Pelaporan Dan Evaluasi Serta Hasil Analisis Pendataan Program KB dan 

Kependudukan 

b. Forum Analisis Data Kependudukan dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan 

Kependudukan 

c. Sosialisasi atau Desiminasi Kebijakan Dan Strategi Peranan Pengendalian Penduduk 
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d. Pembentukan Kampung KB 

e. Dukungan Operasional Program KKBPK Serta Pembangunan Lainnya di Kampung KB 

f. Pembentukan Pojok Kependudukan di Kampung KB 

8. Program Pembinaan Keluarga 

a. Pelatihan Teknis Ketrampilan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS) dan Operasional Pusyangatra. 

b. Pembinaan dan Pendampingan Bina Ketahanan Remaja dan Kesehatan Reproduksi 

c. Pembinaan dan Pendampingan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia 
d. Penyediaan Sarana Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia (BKL) 
e. Pembinaan Penilaian dan Pembuatan Profil Lomba Kelompok Pembinaan Keluarga 

 
5.2. INDIKATOR KINERJA 

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik 
kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian 
tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat 
kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes 
maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. 

Indikator Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Lamongan sebelum adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 
dapat dijabarkan sebagai berikut : 
a. Prevalensi Peserta KB  
b. Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Ber-KB Tidak Terpenuhi 
c. Persentase Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD) Mandiri 

Indikator Kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Lamongan setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 dapat 
dijabarkan sebagai berikut : 
a. Prevalensi Peserta KB Aktif 
b. Angka Kelahiran Kasar 

 
5.3. KELOMPOK SASARAN 

Kelompok sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : 
a. Pasangan usia subur 
b. Penduduk kelompok balita, kelompok remaja dan kelompok lansia 
c. Kader KB 
d. Kader posyandu 
e. Fasilitas Kesehatan yang mendukung Program KB 

 
 
 

5.4. PENDANAAN INDIKATIF 

Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Lamongan 2016-2021 merupakan program dan kegiatan yang dibiayai 
oleh APBD Kabupaten Lamongan yang merupakan program prioritas Kabupaten 
Lamongan. 
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Tabel 5.1 
Penyelarasan Sasaran dan Program 

 

Sasaran  
Indikator 
Kinerja 

Sasaran 
Program 

Program 
Indikator 
Program 

Formulasi 
Penanggung 

Jawab 

Meningkatnya 
Kesertaan Ber-
KB Untuk 

Meminimalkan 
Pertumbuhan 
Penduduk 

Prevalensi Peserta 
KB Aktif 

Terpenuhinya 
Kebutuhan Ber-KB 
 

Program Keluarga 
Berencana 

Prosentase 
Peserta KB 
Aktif 

Jumlah Peserta Aktif Seksi 
Pembinaan 
dan 

Peningkatan 
Kesertaan KB 

Jumlah Seluruh Peserta KB  

Angka Kelahiran 
Kasar 

Memenuhi 
Dokumen Analisis 
Kebijakan 
Kependudukan  

Program 
Pengendalian 
Penduduk 

Jumlah 
Dokumen 
Yang 
Dihasilkan 

Jumlah Dokumen Terkait Kebijakan Kependudukan 
Yang Dihasilkan 

Seksi 
Pemaduan 
dan 
Sinkronisasi 
Kebijakan 
Pengendalian 
Penduduk 
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Persent

ase 

Peserta 

KB 

Aktif

2 8 1 Program 

pelayanan 

administrasi 

perkantoran

Prosentase 

unit kerja 

internal 

yang 

terlayani 

dengan 

baik

100% 100% 442.728.000 100% 446.540.000 100% 491.194.000 100% 540.313.400 100% 594.344.740 100% 2.515.120.140 SEKRETARI

AT
DPPKB

2 8 1 1 Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat

Jumlah 

terkirimnya 

surat

480 Surat 480 Surat 2.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 480 Surat 2.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 2 Penyediaan jasa 

komunikasi,  dan 

listrik

Jumlah 

Rekening 

yang 

terbayar

3 Jenis 

Rekening

3 Jenis 

Rekening

83.428.000 - 0 - 0 - 0 - 0 3 Jenis 

Rekening

83.428.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 3 Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah 

Pemenuhan 

Servis 

Komputer, 

PA, dan TV

Servis 15 

PC, 2 TV, 2 

Public 

Address

Servis 

15 PC, 2 

TV, 2 

Public 

Address

20.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 Servis 15 

PC, 2 TV, 2 

Public 

Address

20.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 6 Penyediaan jasa 

pemeliharaan dan 

perijinan 

kendaraan 

dinas/oprasional

Jumlah 

pemeliharaa

n dan 

perijinan 

kendaraan

4 unit mobil 

132 

sepeda

4 unit 

mobil 132 

sepeda

25.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 4 unit mobil 

132 

sepeda

25.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 10 Penyediaan alat 

tulis kantor

Jumlah 

pemenuhan 

kebutuhan 

alat tulis 

kantor

46 jenis 

ATK untuk 

Dinas; 8 

Jenis ATK 

untuk UPT.

46 jenis 

ATK 

untuk 

Dinas; 8 

Jenis 

ATK 

70.000.000

-

0

-

0 - 0 - 0 46 jenis 

ATK untuk 

Dinas; 8 

Jenis ATK 

untuk UPT.

686.696.080 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 11 Penyediaan 

barang cetakan 

dan 

penggandaan

Jumlah 

pemenuhan 

cetakan, 

penggandaa

n dan 

penjilidan

50.440 

lembar 

pengganda

an; 7 Jenis 

cetakan

50.440 

lembar 

penggan

daan; 7 

Jenis 

cetakan

40.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 50.440 

lembar 

pengganda

an; 7 Jenis 

cetakan

40.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 12 Penyediaan 

komponen 

instalasi listrik 

atau penerangan 

bangunan kantor

Jumlah  

Komponen 

Instalasi 

Listrik/ 

Penerangan 

Bangunan 

Kantor 

11 Jenis 

Komponen 

Listrik

11 Jenis 

Kompone

n Listrik

6.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 11 Jenis 

Komponen 

Listrik

6.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 13 Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan 

kantor

Jumlah 

pemenuhan 

peralatan 

dan 

perlengkapa

n kebersihan 

kantor

31 Item; 2 

Tabung 

Kebakaran

31 Item; 

2 Tabung 

Kebakar

an

10.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 31 Item; 2 

Tabung 

Kebakaran

10.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2021 KONDISI AKHIR

Tabel 5.2

Penyelarasan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Tujuan Sasaran

Indikato

r 

Sasaran

Kode
Program dan 

Kegiatan

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Lokasi

4

M ening

katnya 

Pelaksa

naan 

Keluarg

a 

Berenca

na dan 

M engen

dalikan 

Laju 

Pertum

buhan 

Pendud

uk

M emini

malkan 

Kelahira

n 

M elalui 

Peningk

atan 

Kesertaa

n Ber-

KB

Angka 

Kelahir

an 

Kasar

2017 2018 2019

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2020

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 1 15 Penyediaan 

bahan bacaan 

dan peraturan 

perundang-

undangan

Jumlah 

pemenuhan 

surat kabar

4 Media 

Massa

4 Media 

Massa

4.380.000 - 0 - 0 - 0 - 0 4 Media 

Massa

4.380.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 17 Penyediaan 

makanan dan 

minuman

Jumlah 

pemenuhan 

mamin rapat 

dan tamu

552 Nasi 

Box dan 

Snack

552 Nasi 

Box dan 

Snack

22.500.000 - 0 - 0 - 0 - 0 552 Nasi 

Box dan 

Snack

22.500.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 18 Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Jumlah 

terlaksanany

a rapat-rapat 

Koordinasi 

Dan 

Konsultasi 

Ke Luar 

Daerah

112 Kali 112 Kali 50.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 112 Kali 282.050.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 19 Penyediaan jasa 

tenaga 

administrasi atau 

teknis kegiatan

Jumlah 

pemenuhan 

tenaga 

administrasi 

atau teknis 

kegiatan

DPPKB 

Kab. 

Lamongan

DPPKB 

Kab. 

Lamonga

n

109.420.000 - 0 - 0 - 0 - 0 18 Orang 109.420.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 1 Penyediaan Jasa 

Perkantoran

Jumlah Surat 

Yang 

Terkirim, 

Benda Pos 

dan Materai 

Yang 

Tersedia

- - 0 480 Surat, 

448 

Materai

263.660.000 480 Surat, 

448 

Materai

290.026.000 480 Surat, 

448 Materai

319.028.600 480 Surat, 

448 

Materai

350.931.460 480 Surat, 

448 

Materai

1.223.646.060 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah 

Rekening 

yang 

terbayar

- - 3 Jenis 

Rekening

3 Jenis 

Rekening

3 Jenis 

Rekening

3 Jenis 

Rekening

3 Jenis 

Rekening

SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah Pajak 

Surat 

Kendaraan 

Yang 

Terbayarkan

- - 4 unit 

mobil 132 

sepeda

4 unit 

mobil 132 

sepeda

4 unit mobil 

132 sepeda

4 unit mobil 

132 

sepeda

4 unit mobil 

132 

sepeda

SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah 

Jasa/Tenaga 

Kebersihan 

Kantor

- - 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah 

Tenaga 

Administrasi/ 

Teknis 

Kegiatan

- - 8 Orang 11 Orang 16 Orang 17 Orang 17 Orang SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah Jasa/ 

Tenaga 

Pengamanan 

Kantor

- - 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah Jasa/ 

Tenaga 

Pengemudi 

Kantor

- - 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017 2018 2021 KONDISI AKHIR

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Lokasi

2019 2020

Tujuan Sasaran

Indikato

r 

Sasaran

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

Jumlah 

Peserta 

Jaminan 

Kesehatan

- - 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang 1 Orang SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah 

Peralatan 

Kantor Yang 

Mendapat 

Perbaikan

- - Servis 15 

PC, 2 TV, 

2 Public 

Address

Servis 15 

PC, 2 TV, 

2 Public 

Address

Servis 15 

PC, 2 TV, 2 

Public 

Address

Servis 15 

PC, 2 TV, 

2 Public 

Address

Servis 15 

PC, 2 TV, 2 

Public 

Address

SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 1 2 Penyediaan 

Barang Pakai 

Habis 

Perkantoran

Jumlah ATK - - 44 jenis 

ATK untuk 

Dinas

44 jenis 

ATK untuk 

Dinas

44 jenis ATK 

untuk Dinas

44 jenis 

ATK untuk 

Dinas

44 jenis 

ATK untuk 

Dinas

SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah 

Barang 

Cetak dan 

Penggandaa

n

- - 50.300 

lembar 

penggand

aan; 8 

Jenis 

cetakan

50.300 

lembar 

penggand

aan; 8 

Jenis 

cetakan

50.300 

lembar 

penggandaa

n; 8 Jenis 

cetakan

50.300 

lembar 

penggand

aan; 8 

Jenis 

cetakan

50.300 

lembar 

pengganda

an; 8 Jenis 

cetakan

Jumlah 

Komponen 

Instalasi 

Listrik dan 

Penerangan 

Bangunan 

Kantor

- - 10 Jenis 

Komponen 

Listrik

10 Jenis 

Kompone

n Listrik

10 Jenis 

Komponen 

Listrik

10 Jenis 

Komponen 

Listrik

10 Jenis 

Komponen 

Listrik

Jumlah 

Peralatan 

dan 

Perlengkapa

n 

Kebersihan 

Kantor

- - 32 Item; 2 

Tabung 

Kebakara

n

32 Item; 2 

Tabung 

Kebakara

n

32 Item; 2 

Tabung 

Kebakaran

32 Item; 2 

Tabung 

Kebakaran

32 Item; 2 

Tabung 

Kebakaran

Jumlah 

Bahan 

Bacaan

- - 4 Media 

Massa

4 Media 

Massa

4 Media 

Massa

4 Media 

Massa

4 Media 

Massa

Jumlah 

Makanan 

dan Minuman 

Rapat Yang 

Disediakan

- - 500 Nasi 

Box dan 

Snack

500 Nasi 

Box dan 

Snack

500 Nasi 

Box dan 

Snack

500 Nasi 

Box dan 

Snack

500 Nasi 

Box dan 

Snack

2 8 1 3 Rapat-rapat 

koordinasi dan 

konsultasi ke luar 

daerah

Jumlah 

Perjalanan 

Dinas Dalam 

Daerah, Luar 

Daerah dan 

Luar Negeri - -

0 141 Hari 50.000.000 141 Hari 55.000.000 141 Hari 60.500.000 141 Hari 66.550.000 141 Hari 232.050.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 Program 

peningkatan 

saranan dan 

prasarana 

aparatur

Prosentase 

Sarana 

Prasarana 

aparatur 

dengan 

kondisi 

baik

100% 100% 820.000.000 100% 1.095.000.000 100% 5.500.500.000 100% 5.677.650.000 100% 5.830.415.000 100% 18.923.565.000

2 8 2 5 Pengadaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah 

pemenuhan 

Kendaraan 

Dinas/ 

Operasional

1 unit Mobil 

Operasion

al

1 Unit 

Mobil 

Distribusi 

Alokon

421.052.000 1 Unit 

Mobil 

Pengantar 

Akseptor

500.000.000 1 unit 

Mobil 

Operasion

al

550.000.000 1 unit Mobil 

Operasional

605.000.000 1 unit Mobil 

Operasion

al

665.500.000 5 unit Mobil 

Operasion

al

2.741.552.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2021 KONDISI AKHIR Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Lokasi

132.880.000 146.168.000 160.784.800 176.863.280 1.223.646.060

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

0

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

20182017 2019 2020

Tujuan Sasaran

Indikato

r 

Sasaran

Kode
Program dan 

Kegiatan
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2 8 2 7 Pengadaan 

Perlengkapan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Pemenuhan 

Perlengkapa

n Gedung 

Kantor 

Dengan Baik

10 

Komputer 

dan 10 

Printer

10 

Kompute

r dan 10 

Printer

178.948.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 178.948.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 9 Pengadaan 

peralatan gedung 

kantor

Jumlah 

pemenuhan 

peralatan 

gedung 

kantor 

dengan baik

Printer 1 

Unit, 

Kamera 2 

Unit, AC 4 

Unit, 

Laptop 5 

Unit

Printer 1 

Unit, 

Kamera 

2 Unit, 

AC 4 

Unit, 

Laptop 5 

Unit

110.000.000 1 handy 

Camera, 1 

Sound 

System, 

12 Titik 

Paralel 

Pesaw at 

Telp

110.000.000 - 0 - 0 - 0 - 782.700.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 23 Pemeliharaan 

rutin/berkala 

mobil jabatan

Jumlah mobil 

jabatan 

yang 

terpelihara

1 unit 1 unit 30.000.000 1 unit 30.000.000 - 0 - 0 - 0 1 unit 341.350.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 24 Pemeliharaan 

rutin/berkala 

kendaraan dinas/ 

operasional

Jumlah 

kendaraan 

operasional 

yang 

dipelihara

4 unit 4 unit 40.000.000 4 unit 40.000.000 - 0 - 0 - 0 4 unit 80.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 1 Pembangunan 

Gedung Kantor

Jumlah 

Pemenuhan 

Kualitas 

Gedung 

Pertemuan 

Yang Baik

1 Gedung 

pertemuan

1 Gedung 

pertemua

n

4.000.000.000 1 Gedung 

pertemuan

4.000.000.000 1 Gedung 

pertemuan

4.000.000.000 1 Gedung 

pertemuan

4.000.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 1 Jumlah 

pemenuhan 

lahan Parkir 

Yang Baik

1 Lahan 

Parkir

1 Lahan 

Parkir

150.000.000 1 Lahan 

Parkir

150.000.000 1 Lahan 

Parkir

150.000.000 1 Lahan 

Parkir

150.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 3 Pengadaan 

Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor

Jumlah 

Perlengkapa

n Gedung 

Kantor

- - 0 - 0 1 Set 

Meja 

Rapat, 

100 kursi 

rapat, 2 

set rak file

89.000.000 5 Meja, 5 

Kursi, 2 AC, 

2 Almari

140.000.000 5 Meja, 5 

Kursi, 2 

AC, 2 

Almari

154.000.000 5 Meja, 5 

Kursi, 2 

AC, 2 

Almari

383.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

Jumlah 

Peralatan 

Gedung 

Kantor

- - - 6 Laptop, 

6 Printer, 

1 Scanner

170.000.000 3 Laptop, 2 

Printer

187.000.000 3 Laptop, 

2 Printer

205.700.000 3 Laptop, 2 

Printer

562.700.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 4 Pemeliharaan 

rutin/berkala 

gedung kantor

Jumlah 

Gedung 

Kantor Yang 

Terawat

1 Gedung 1 

Gedung

40.000.000 1 Gedung 40.000.000 1 Gedung 44.000.000 1 Gedung 48.400.000 1 Gedung 53.240.000 1 Gedung 225.640.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 6 Rehabilitasi 

Gedung kantor

Jumlah 

Gedung 

Kantor dan 

Fasilitas 

Pendukung 

Yang 

Direhab

5 Gedung 

UPT (Kec. 

Karangbina

ngun, 

Karanggen

eng, 

Bluluk, 

Sukorame, 

Sekaran)

- 0 5 Gedung 

UPT (Kec. 

Karangbin

angun, 

Karangge

neng, 

Bluluk, 

Sukorame, 

Sekaran)

375.000.000 5 Gedung 

UPT 

412.500.000 5 Gedung 

UPT 

453.750.000 5 Gedung 

UPT 

499.125.000 5 Gedung 

UPT 

1.740.375.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 2 7 Pemeliharaan 

Kendaraan Dinas/ 

Operasional

Jumlah Mobil 

Jabatan 

Yang 

Dipelihara

- - 0 - 0 2 unit 85.000.000 2 unit 93.500.000 2 unit 102.850.000 2 unit 281.350.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

20212020

Target

2018

Rp Target RpTarget

Lokasi
Target Rp

KONDISI AKHIR

Tujuan Sasaran
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Penanggungj

aw ab

2019

TargetRp Rp
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Aw al 

Perencana
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or 
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n

Kode
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Kinerja 
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas/Opera

sional Yang 

Dipelihara

- - - 7 unit 7 unit 7 unit 7 unit

2 8 5 Program 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Aparatur

Persentas

e Aparatur 

Yang 

Disiplin

100% 100% 15.000.000 100% 18.800.000 100% 20.680.000 100% 22.748.000 100% 25.022.800 100% 102.250.800 SEKRETARI

AT SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 5 1 Pendidikan Dan 

Pelatihan Formal

Jumlah 

Peserta 

Yang 

Mengikuti 

pelatihan

115 Orang 115 Orang 15.000.000 2 ASN 18.800.000 2 ASN 20.680.000 2 ASN 22.748.000 2 ASN 25.022.800 2 ASN 102.250.800 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

DPPKB

2 8 6 Program 
peningkatan 
pengembanga
n sistem 
pelaporan 
capaian 
kinerja dan 
keuangan

Prosentas
e jumlah 
dokumen 
perencana
an, 
laporan 
kinerja 
dan 
laporan 
keuangan 
yang 
tepat 
waktu

100% 100% 45.000.000 100% 32.000.000 100% 55.000.000 100% 56.100.000 100% 61.710.000 100% 249.810.000 SEKRETARIATDPPKB

2 8 6 1 Penyusunan 

laporan capaian 

kinerja dan 

ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD

Jumlah 

dokummen 

laporan 

capaian 

kinerja dan 

ikhtisar 

realisasi 

kinerja 

perangkat 

daerah

2 dokumen 2 

dokumen

5.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 2 dokumen 5.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

PROGRAM 

DAN 

EVALUASI

DPPKB

2 8 6 2 Penyusunan 

pelaporan 

keuangan 

semesteran

Jumlah 

dokumen 

pelaporan 

keuangan 

semesteran

2 dokumen 2 

dokumen

5.000.000               - 0 - 0 - 0 - 0 2 dokumen 5.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

PROGRAM 

DAN 

EVALUASI

DPPKB

2 8 6 4 Penyusunan 

pelaporan 

keuangan akhir 

tahun

Jumlah 

dokumen 

pelaporan 

keuangan 

akhir tahun

3 dokumen 1 

dokumen

5.000.000               - 0 - 0 - 0 - 0 1 dokumen 5.000.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

PROGRAM 

DAN 

EVALUASI

DPPKB

2 8 6 3 Forum OPD Jumlah 

Peserta 

Forum OPD

60 Peserta 60 

Peserta

10.000.000             60 

Peserta

12.000.000 60 

Peserta

15.000.000 60 Peserta 16.500.000 60 Peserta 18.150.000 60 Peserta 71.650.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

PROGRAM 

DAN 

DPPKB

2 8 6 2 Penyusunan 

dokumen 

perencanaan dan 

evaluasi

Jumlah 

dokumen 

perencanaan 

dan evaluasi

5 dokumen 5 

dokumen

20.000.000             6 

dokumen

10.000.000 6 

dokumen

25.000.000 6 dokumen 27.500.000 6 dokumen 30.250.000 6 dokumen 112.750.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

PROGRAM 

DAN 

EVALUASI

DPPKB

2 8 6 8 Survey 

Pelayanan 

Masyarakat 

Lingkup 

Perangkat 

Daerah

Jumlah 

Dokumen 

IKM Yang 

Terpenuhi

- 1 

Dokumen

20.000.000 1 Dokumen 22.000.000 1 Dokumen 24.200.000 1 Dokumen 26.620.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

PROGRAM 

DAN 

EVALUASI

DPPKB

2 8 6 1 Penyusunan 

Pelaporan 

Keuangan Secara 

Berkala

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Dan Capaian 

Kinerja

- -                                - 1 

Dokumen

10.000.000 1 

Dokumen

15.000.000 1 Dokumen 12.100.000 1 Dokumen 13.310.000 1 Dokumen 50.410.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

PROGRAM 

DAN 

EVALUASI

DPPKB

2021 KONDISI AKHIR Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

LokasiTujuan Sasaran

Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

2018
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Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

Jumlah 

Laporan 

Semesteran

- - 1 

dokumen

1 

dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah 

Laporan 

Keuangan 

Akhir Tahun

- - -                              3 

Dokumen

3 

Dokumen

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

2 8 15 Program 
Keluarga 
Berencana

Presentas
e peserta 
KB MKJP

21,15 21,36 1.389.373.000 21,42 2.249.578.000 21,8 2.914.562.000 22,01 3.225.288.200 22,5 3.553.017.020 22,01 13.331.818.220 BIDANG 

KELUARGA 

BERENCANA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 15 1 Penyediaan 

Pelayanan KB 

Dan Alat 

Kontrasepsi Bagi 

Keluarga Miskin

Jumlah 

Penyediaan 

Sarana 

Pelayanan 

KB  Bagi 

Keluarga 

Miskin

7 Unit IUD 

Kit

7 Unit 

IUD Kit

55.053.000 7 Unit IUD 

Kit

63.000.000 - 0 - 0 - 0 7 Unit IUD 

Kit

118.053.000 BID.KB SEKSI 

PENGENDALI

AN DAN 

DISTRIBUSI 

ALKON

7 

FASKES 

KB

2 8 15 3 Peningkatan 

Perlindungan Hak 

Reproduksi 

Individu

Jumlah 

Akseptor KB 

yang 

terlayani

233 

Akseptor

233 

Akseptor

25.000.000 233 

Akseptor

25.000.000 - 0 - 0 - 0 233 

Akseptor

50.000.000 BID. KB 

SEKSI 

JA MINA N 

PELA YA NA N 

KELUA RGA  

BERENC A NA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 15 5 Pembinaan 

Keluarga 

Berencana

Jumlah 

Penyebarlua

san 

Informasi 

KB/ KR yang 

Efektif

21 Kali 

Penyebarlu

asan 

Informasi 

(6 Peserta)

21 Kali 

Penyeba

rluasan 

Informasi 

(6 

Peserta)

30.000.000 21 Kali 

Penyebarl

uasan 

Informasi 

(6 

Peserta)

30.000.000 -

0

-

0

-

0

21 Kali 

Penyebarlu

asan 

Informasi 

(6 Peserta)

60.000.000 BID. KB 

SEKSI 

PEMBINAAN 

DAN 

PENINGKATA

N 

KESERTAAN 

KB

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 15 10 Dukungan 

Operasional Balai 

Penyuluhan KB 

Tingkat 

Kecamatan 

Sebagai Pusat 

Pengendali 

Operasional Lini 

Lapangan

Jumlah UPT 

yang 

mendapat 

Dukungan 

Operasional

27 UPT 27 UPT 1.099.320.000 27 UPT 2.131.578.000 -

0

-

0

-

0

27 UPT 3.230.898.000 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

UPT 

DPPKB

2 8 15 11 Advokasi Dan Kie 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja Melalui 

Saka Kencana

 Jumlah 

Pembina 

Saka 

Kencana 

yang 

mendapat 

pembinaan 

80 Pembina 

Saka 

Kencana

80 

Pembina 

Saka 

Kencana

30.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 30.000.000 BID. PP 

SEKSI 

ADVOKASI 

DAN 

PENGGERAK

AN

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 15 12 Pembentukan 

Kampung KB

 Jumlah 

Kampung KB 

yang 

terbentuk 

5 Kampung 

KB

5 

Kampung 

KB

150.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 150.000.000 BID. DALDUK 

SEKSI PEMADUAN 

DAN 

SINKRONISASI 

KEBIJAKAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 15 1 Pengadaan 

peralatan 

Pelayanan KB

 Jumlah IUD 

Kit Bagi 

Keluarga 

Miskin 

- - 0 - 0 7 Unit IUD 

Kit

69.300.000 7 Unit 

Tempat 

Penyimpana

n Kit

85.000.000 7 Unit 

Tempat 

Penyimpan

an Kit

93.500.000 7 Unit 

Tempat 

Penyimpan

an Kit

247.800.000 BID.KB SEKSI 

PENGENDALI

AN DAN 

DISTRIBUSI 

ALKON

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

2020 2021 KONDISI AKHIR

LokasiTujuan Sasaran

Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 
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pada 
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Perencan
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 15 2 Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelayanan KB

 Jumlah Obat 

dan Alat 

Kontrasepsi 

Yang 

Terpenuhi 

- - 0 - 0 4761 Strip 

Pil KB 

untuk Ibu 

Menyusui

82.500.000 4761 Strip Pil 

KB untuk Ibu 

Menyusui

90.750.000 4761 Strip 

Pil KB 

untuk Ibu 

Menyusui

99.825.000 4761 Strip 

Pil KB 

untuk Ibu 

Menyusui

273.075.000 BID. KB 

SEKSI 

PENGENDALI

AN DAN 

DISTRIBUSI 

ALKON

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 15 3 Pelayanan 

Kontrasepsi 

Keluarga 

Berencana

 Jumlah 

Akseptor 

Yang 

Terlayani 

Tanpa 

Membayar 

Jasa 

Pelayanan 

Medis 

- - 0 - 0 233 

Akseptor

27.500.000 233 

Akseptor

30.250.000 233 

Akseptor

33.275.000 233 

Akseptor

91.025.000 BID. KB. 

SEKSI 

JAMINAN 

PELAYANAN 

KB

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

 Jumlah 

Akseptor 

Yang 

Mendapat 

Pelayanan 

Kontrasepsi 

IUD atau 

Implant 

- - 0 - 0 405 

Akseptor

38.500.000 405 

Akseptor

42.350.000 405 

Akseptor

46.585.000 405 

Akseptor

127.435.000 BID. KB. 

SEKSI 

JAMINAN 

PELAYANAN 

KB

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

 Jumlah 

Peserta KB 

MOP Yang 

Mendapat 

Reward 

- - 0 - 0 23 

Peserta

25.000.000 35 Peserta 38.000.000 45 Peserta 47.000.000 45 Peserta 110.000.000

 Jumlah 

Frekuensi 

Pengantaran 

Pelayanan 

Akseptor  

- - 0 - 0 54 Kali 83.000.000 54 Kali 91.300.000 54 Kali 100.430.000 54 Kali 274.730.000

 Jumlah 

Akseptor 

Yang 

Mendapat 

Pelayanan 

Kontrasepsi 

Medis 

Operasi 

- - 0 - 0 MOW 22 

Akseptor 

MOP 5 

Akseptor

22.000.000 MOW 22 

Akseptor 

MOP 5 

Akseptor

24.200.000 MOW 22 

Akseptor 

MOP 5 

Akseptor

26.620.000 MOW 22 

Akseptor 

MOP 5 

Akseptor

72.820.000 BID. KB 

SEKSI 

JAMINAN 

PELAYANAN 

KELUARGA 

BERENCANA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 15 4 Pembinaan 

Keluarga 

Berencana

 Jumlah 

Penyebarlua

san 

Informasi 

KB/ KR yang 

Efektif 

- - 0 - 0 21 Kali 

Penyebarl

uasan 

Informasi 

(6 

Peserta)

33.000.000 21 Kali 

Penyebarlua

san 

Informasi (6 

Peserta)

36.300.000 21 Kali 

Penyebarl

uasan 

Informasi 

(6 

Peserta)

39.930.000 21 Kali 

Penyebarlu

asan 

Informasi 

(6 Peserta)

109.230.000 BID. KB. 

SEKSI 

PEMBINA A N 

DA N 

PENINGKA TA

N 

KESERTA A N 

BER-KB

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

 Jumlah 

Pembinaan 

Tentang 

Pernikahan 

Usia Muda 

- - 0 - 0 6 Kali 

Pembinaa

n (40 

Peserta); 

27 Banner

93.500.000 6 Kali 

Pembinaan 

(40 

Peserta); 27 

Banner

102.850.000 6 Kali 

Pembinaan 

(40 

Peserta); 

27 Banner

113.135.000 6 Kali 

Pembinaan 

(40 

Peserta); 

27 Banner

309.485.000 BID. KB. 

SEKSI 

PEMBINA A N 

DA N 

PENINGKA TA

N 

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 15 5 Dukungan 

Operasional Bagi 

Balai Penyuluhan 

Keluarga 

Berencana

 Jumlah Balai 

Penyuluhan 

Yang 

Mendapat 

Operasional 

KB 

- - 0 - 0 27 UPT 2.344.735.800 27 UPT 2.579.209.380 27 UPT 2.837.130.318 27 UPT 7.761.075.498 SEKRETARIA

T SUBBAG 

UMUM

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 15 6 Pendistribusian 

Alat Kontrasepsi 

Bagi Fasilitas 

Kesehatan 

Keluarga 

Berencana

 Jumlah 

Faskes Yang 

Mendapat 

Operasional 

Pendistribusi

an Alokon 

- - 0 - 0 220 

Pendistrib

usian

95.526.200 220 

Pendistribusi

an

105.078.820 220 

Pendistribu

sian

115.586.702 220 

Pendistribu

sian

316.191.722 BID. KB 

SEKSI 

PENGENDALI

AN DAN 

DISTRIBUSI 

ALKON

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2020 KONDISI AKHIR Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Lokasi

2021

Tujuan Sasaran

Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017 2018 2019
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KAB. LAMONGAN 2016-2021 

Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 17 Program 

Pelayanan 

Kontrasepsi

Cakupan 

Pasangan 

Usia Subur 

yang ber-

KB tidak 

Terpenuhi

8 7,95 180.400.000 7,9 216.842.000 7,85 0 7,8 0 7,75 0 7,75 397.242.000

2 8 17 2

Pelayanan 

Pemasangan 

Kontrasepsi KB

Jumlah  

Akseptor KB 

Yang 

Terlayani

405 

Akseptor

405 

Akseptor

35.000.000 405 

Akseptor

35.000.000 - 0 - 0 - 0 - 70.000.000 BID. KB 

SEKSI 

PENGENDALI

AN DAN 

DISTRIBUSI 

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 17 4 Pelayanan KB 

Medis Operasi

Jumlah 

Pendistribusi

an Alat 

Kontrasepsi

Jumlah 

Cakupan 

Pelayanan 

Akseptor 

KB Bagi 

Keluarga 

Miskin

MOW 22 

Akseptor 

MOP 5 

Akseptor

20.000.000 MOW 22 

Akseptor 

MOP 5 

Akseptor

20.000.000 - 0 - 0 - 0 - 40.000.000 BID. KB 

SEKSI 

PENGENDALI

AN DAN 

DISTRIBUSI 

ALKON

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 17 6 Operasional 

Pendistribusian 

Alat Kontrasepsi

Jumlah 

Pendistribusi

an Alat 

Kontrasepsi

180 

Pendistribu

sian

180 

Pendistri

busian

50.400.000 220 

Pendistrib

usian

86.842.000 - 0 - 0 - 0 - 137.242.000 BID. KB 

SEKSI 

PENGENDALI

AN DAN 

DISTRIBUSI 

ALKON

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 17 17 Pengadaan Obat 

Dan Alat 

Kontrasepsi 

Keluarga 

Berencana Pasca 

Persalinan

Jumlah Obat 

dan Alat 

Kontrasepsi 

yang 

terpenuhi

261 Set 261 Set 75.000.000 4761 Strip 

Pil KB 

untuk Ibu 

Menyusui

75.000.000 - 0 - 0 - 0 - 150.000.000 BID. KB 

SEKSI 

PENGENDALI

AN DAN 

DISTRIBUSI 

ALKON

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 Program 

Pembinaan 

Peran Serta 

Masyarakat 

Dalam 

Pelayanan KB/ 

KR Yang 

Mandiri

Persentas

e Cakupan 

Pernikaha

n Yang 

Usia 

Istrinya 

Dibawah 

20 Tahun

11,41% 11,41% 1.123.947.000 11,41% 333.000.000 11,41% 0 11,41% 0 11,41% 0 11,41% 1.456.947.000 BID. PP KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 18 1 Learning 

Organization Bagi 

Institusi 

Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

Jumlah 

PPKBD dan 

Sub PPKBD 

yang 

mendapat 

Pelatihan 

Pengelolaan 

Program KB

474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

474 

PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

50.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 50.000.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NaAN PKB/ 

PLKB DAN 

IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 2 Peningkatan 

Jaringan Mitra 

Kerja

Jumlah 

monitoring 

Kegiatan 

Momentum

4 Kali (6 

Peserta)

4 Kali (6 

Peserta)

25.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 25.000.000 BID. PP. SEKSI 

ADVOKASI & 

PENGGERAKA

N

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 3 Penilaian IMP Dan 

Pengelola KB 

Terbaik Tingkat 

Kecamatan Dan 

Kabupaten

Jumlah 

Lomba 

kegiatan 

penilaian IMP 

dan 

Pengelolaan 

KB Terbaik 

tingkat 

Kecamatan

7  Lomba 7  Lomba 75.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 75.000.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAN PKB/ 

PLKB DAN 

IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 4 Peningkatan 

Kinerja Institusi 

Masyarakat 

Pedesaan

Jumlah 

PPKBD dan 

Sub PPKBD 

yang 

mendapat 

Operasional

474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

474 

PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

670.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 670.000.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAN PKB/ 

PLKB DAN 

IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Lokasi

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Tujuan Sasaran

Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)
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KAB. LAMONGAN 2016-2021 

 

Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 18 5 Peningkatan 

Kinerja Kelompok 

Usaha 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga 

Sejahtera 

(UPPKS)

Jumlah 

Kelompok 

UPPKS Yang 

Mendapat 

Bantuan Alat 

 9 

Kelompok

 9 

Kelompok

40.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 40.000.000 BID. KS. 

SEKSI 

PEMBERDAY

AAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 7 Operasional 

Pusat Pelayanan 

Keluarga 

Sejahtera 

(Pusyangatra)

Jumlah Pusat 

pelayanan 

Keluarga 

Sejahtera 

yang 

terpelihara 

dgn baik

2 Pos 

Pelayanan 

KS

2 Pos 

Pelayana

n KS

25.000.000 2 Pos 

Pelayanan 

KS

50.000.000

- 0 0 -

0 - 75.000.000 BID. KS. 

SEKSI 

PEMBERDAY

AAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 8 Orientasi 

Pembentukan 

Pusat Pelayanan 

Informasi Dan 

Konseling 

Remaja/ 

Mahasiswa 

Jumlah 

sekolah dan 

instansi yang 

mendapatka

n pembinaan 

tentang 

Kespro

40 

SLTA/SMP,  

2 PT, 21 

kelompok

40 

SLTA/SM

P,  2 PT, 

21 

kelompok

20.000.000 40 

SLTA/SMP

,  2 PT, 21 

kelompok

45.000.000

- 0 0 - 0 -

65.000.000 BID. KET & 

KS SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

REMAJA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 9 Orientasi 

Pembentukan 

Pusat Pelayanan 

Informasi (PIK) 

Bagi Kelompok 

Remaja dan 

Kelompok Sebaya 

Di Luar Sekolah

Jumlah 

Kelompok 

PIK Sebaya 

Di Luar 

Sekolah 

Yang 

Mendapat 

Pendidikan 

dan 

Konseling

30 

Kelompok

30 

Kelompok

20.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 20.000.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

REMAJA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 10 Penyediaan 

Sarana Dan 

Prasarana Pusat 

Pelayanan 

Informasi 

Konseling KRR

Jumlah 

Pengadaan 

KIE GENRE 

Kit (Multi 

Media) untuk 

PIK R/M 

(Tumbuh, 

Tegak dan 

Tegar)

7 Paket 7 Paket 198.947.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 198.947.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

REMAJA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 11 Advokasi Dan Kie 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja Melalui 

Saka Kencana

 Jumlah 

Pembina 

Saka 

Kencana 

yang 

mendapat 

pembinaan 

80 Pembina 

Saka 

Kencana

- 0 80 

Pembina 

Saka 

Kencana

28.000.000 - 0 - 0 - 0 - 28.000.000 BID. PP. SEKSI 

ADVOKASI & 

PENGGERAKA

N

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 13 Pembinaan dan 

Edukasi Tentang 

Pernikahan Usia 

Muda

 Jumlah 

Pembinaan 

Tentang 

Pernikahan 

Usia Muda 

6 Kali 

Pembinaan 

(40 

Peserta); 

27 Banner

- 0 6 Kali 

Pembinaa

n (40 

Peserta); 

27 Banner

85.000.000 - 0 - 0 - 0 - 85.000.000 BID. KB SEKSI 

ADVOKASI & 

PENGGERAKA

N

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 12 Pelatihan Teknis 

Ketrampilan dan 

Peningkatan 

Kinerja Kelompok 

Usaha 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga 

Sejahtera 

(UPPKS)

Jumlah 

Pelatihan 

Peningkatan 

Pendapatan 

Kelompok 

UPPKS

3 Pelatihan 

9 Kelompok 

(UPPKS 

Sukodadi, 

Turi, 

Lamongan, 

Deket, 

Sarirejo, 

Kembangb

ahu, 

Kalitengah, 

Laren, 

Glagah)

- 0  3 

Pelatihan 

9 

Kelompok

125.000.000 - 0 - 0 - 0 - 125.000.000 BID. KS. 

SEKSI 

PEMBERDAY

AAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

KONDISI AKHIR2019
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017

LokasiTujuan Sasaran

Indikat

or 

Sasara

n

2020 20212018

Kode
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KAB. LAMONGAN 2016-2021 

 

Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 23 Program 

Penyiapan 

Tenaga 

Pendamping 

Kelompok Bina 

Keluarga

InstitusiM

asyarakat 

Pedesaan

56,96 57,01 275.000.000 57,1 3.357.684.000 57,2 0 57,3 0 57,4 0 57,4 66.458.470.720

2 8 23 1 Pelatihan Tenaga 

Pendamping 

Kelompok Bina 

Keluarga Remaja 

Di Kecamatan

Jumlah 

Kader 

Pengelola 

Bina  

keluarga 

Remaja yg 

mendapat 

pembinaan

240 Kader 240 

Kader 

50.000.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - 50.000.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 23 2 Tersedianya 

Sarana 

Pengasuhan Dan 

Pembinaan 

Tumbuh Kembang 

Anak

Jumlah Desa 

Yang 

Menerima 

BKB Kit

45 Desa 45 Desa 225.000.000 35 Desa 189.000.000 - 0 - 0 - 0 - 414.000.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 23 1 Pelatihan Tenaga 

Pendamping 

Kelompok Bina 

Keluarga Remaja 

Di Kecamatan

Jumlah 

Kader 

Pengelola 

Bina  

keluarga 

Remaja yg 

mendapat 

pembinaan

60 Kader 

BKR

- 0 60 Kader 

BKR

50.000.000 - 0 - 0 - 0 - 50.000.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

REMAJA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 23 3 Pelatihan Tenaga 

Pendamping 

Kelompok Bina 

Keluarga Balita 

(BKB) dan 

Kelompok BKL 

(Bina Keluarga 

Balita)

Jumlah 

Kader 

Pengelola 

BKB dan 

Kader BKL 

Yang 

Mendapat 

Pembinaan

- - 0 60 Orang 

Kader BKB 

dan 60 

Orang 

Kader BKL

75.000.000 - 0 - 0 - 0 - 75.000.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 23 4 Pembinaan 

Kelompok BKB 

dan Kelompok BKL 

di Kampung KB

Jumlah 

Kader BKB 

dan Kader 

BKL yg 

mendapat 

pembinaan di 

Kampung KB

70 Kader 

BKB dan 70 

Kader BKL 

di Kampung 

KB

-

0 70 Kader 

BKB dan 

70 Kader 

BKL di 

Kampung 

KB

50.000.000

-

0

-

0 0 50.000.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 23 5 Fasilitasi 

Operasional 

Pembinaan 

Program KB Bagi 

Masyarakat Oleh 

Kader (PPKBD 

dan Sub PPKBD)

Jumlah 

Kader PPKBD 

dan Sub 

PPKBD Yang 

Mendapat 

Operasional

-

-

0 474 

PPKBD 

dan 742 

Sub 

PPKBD

2.993.684.000 0 0 0 2.993.684.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2019 2020 2021 KONDISI AKHIR

Lokasi

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017 2018

Tujuan Sasaran

Indikat

or 

Sasara

n

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Kode
Program dan 

Kegiatan
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KAB. LAMONGAN 2016-2021 

 

Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 16 Program 
Penyuluhan 
dan 
Penggerakan

Persentas
e Institusi 
Masyarak
at 
Pedesaan 
Mandiri

56,96% 57,38 50.000.000 57,18 788.140.000 57,80 4.909.629.000 58,22 5.171.871.900 58,64 5.689.059.090 58,64 16.608.699.990 BIDANG 

PENYULUHA

N DAN 

PENGGERAK

AN

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 16 1 Penyuluhan 

Tentang 

Kependudukan 

dan KB

Jumlah 

Kelompok 

yang 

mendapat 

penyuluhan

Jumlah 

Kelompok 

yang 

mendapat 

penyuluha

n

6 

Kelompok 

kader

50.000.000 6 

Kelompok 

kader

50.000.000 - 0 - 0 - 0 6 Kelompok 

kader

282.050.000 BID. PP 

SEKSI 

PENYULUHAN 

AN KIE

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 2 Learning 

Organization Bagi 

Institusi 

Masyarakat 

Pedesaan (IMP)

Jumlah 

PPKBD dan 

Sub PPKBD 

yang 

mendapat 

Pelatihan 

Pengelolaan 

Program KB

474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

- 0 474 

PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

50.000.000 - 0 - 0 - 0 474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

314.800.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 3 Peningkatan 

Jaringan Mitra 

Kerja

Jumlah 

monitoring 

Kegiatan 

Momentum

4 Kali (6 

Peserta)

- 0 4 Kali (6 

Peserta)

25.000.000 - 0 - 0 - 0 4 Kali (6 

Peserta)

116.025.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 4 Penilaian IMP Dan 

Pengelola KB 

Terbaik Tingkat 

Kecamatan Dan 

Kabupaten

Jumlah 

Lomba 

kegiatan 

penilaian IMP 

dan 

Pengelolaan 

KB Terbaik 

tingkat 

Kecamatan

7  Lomba 

(Lomba 

BKB, BKR, 

BKL, 

UPPKS, 

IMP, 

Keluarga 

Harmonis,  

KB Lestari)

- 0 7  Lomba 

(Lomba 

BKB, BKR, 

BKL, 

UPPKS, 

IMP, 

Keluarga 

Harmonis,  

KB Lestari)

75.000.000 - 0 - 0 - 0 7  Lomba 

(Lomba 

BKB, BKR, 

BKL, 

UPPKS, 

IMP, 

Keluarga 

Harmonis,  

KB Lestari)

635.714.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 5 Pelatihan 

PKB/PLKB Tingkat 

Dinas 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana 

Kabupaten 

Lamongan

Jumlah 

Pelatihan 

dan 

Koordinasi 

Yang 

dilaksanakan 

untuk 

PKB/PLKB

3 Pelatihan 

dan 

Koordinasi

- 0 3 

Pelatihan 

dan 

Koordinasi

43.000.000 - 0 - 0 - 0 3 Pelatihan 

dan 

Koordinasi

199.563.000 BID. PP 

SEKSI 

PENYULUHAN 

AN KIE

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 7 Pengadaaan KIE 

(Komunikasi 

Informasi 

Edukasi) Kit

Jumlah Desa 

Yang 

Mendapatka

n KIE Kit

- - 0 35 Desa 154.000.000 - 0 - 0 - 0 35 Desa 714.714.000 BID. PP 

SEKSI 

PENYULUHAN 

& KIE

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017

Lokasi

2018 Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

2019 2020 2021 KONDISI AKHIRIndikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

Tujuan Sasaran
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KAB. LAMONGAN 2016-2021 

 

Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 16 8 Dukungan Media 

KIE (Komunikasi 

Informasi dan 

Edukasi) Untuk 

Balai Penyuluhan

Jumlah Balai 

Penyuluhan 

Yang 

mendapat 

Dukungan 

Media KIE 

- - 0 27 Balai 

penyuluha

n

391.140.000 - 0 - 0 - 0 27 Balai 

penyuluha

n

1.815.280.740 BID. PP 

SEKSI 

PENYULUHAN 

& KIE

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 1 Pembinaan dan 

Penyuluhan 

Program KKBPK

 Jumlah 

Kelompok 

Kader Yang 

Mendapat 

Penyuluhan  

6 Kelompok 

kader

- 0 - 0 6 

Kelompok 

kader

55.000.000 6 Kelompok 

kader

60.500.000 6 

Kelompok 

kader

66.550.000 6 Kelompok 

kader

182.050.000 BID. PP 

SEKSI 

PENYULUHAN 

AN KIE

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Jumlah UPT 

yang 

mendapat 

monitoring 

Penyuluhan 

lapangan

-

-

0 - 0 27 UPT 35.000.000 27 UPT 38.500.000 27 UPT 42.350.000 27 UPT 115.850.000 BID. PP 

SEKSI 

PENYULUHAN 

AN KIE

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 2 Pembinaan dan 

Peningkatan 

Jaringan Mitra 

Kerja Program KB

 Jumlah 

monitoring 

Kegiatan 

Momentum 

4 Kali (6 

Peserta)

- 0 - 0 4 Kali (6 

Peserta)

27.500.000 4 Kali (6 

Peserta)

30.250.000 4 Kali (6 

Peserta)

33.275.000 4 Kali (6 

Peserta)

91.025.000 BID. PP 

SEKSI 

ADVOKASI 

& 

PENGGER

AKAN

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 3 Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Komunikasi 

Informasi dan 

Edukasi (KIE)

 Jumlah Desa 

Yang 

Mendapatka

n KIE Kit 

- - 0 - 0 35 Desa 169.400.000 35 Desa 186.340.000 35 Desa 204.974.000 35 Desa 560.714.000 BID. PP 

SEKSI 

PENYULUHAN 

AN KIE

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

 Jumlah 

Kader Yang 

Mendapatka

n 

Operasional/ 

Batik Kerja 

- - 0 - 0 474 

PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

670.000.000 474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

808.280.000 474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

889.108.000 474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

2.367.388.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 4 Sosialisasi dan 

Evaluasi 

Advokasi  Bagi 

Penyuluh, Kader, 

Toga dan Toma

 Jumlah 

Peserta 

Penyuluh, 

Kader, Toga 

dan Toma 

Yang 

Mengikuti 

Sosialisasi 

Evaluasi 

-

-

0 - 0 60 

Peserta

50.000.000 60 Peserta 55.000.000 60 Peserta 60.500.000 60 Peserta 165.500.000 BID. PP 

SEKSI 

ADVOKASI 

& 

PENGGER

AKAN

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017 2018 2019 2020 2021
Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

KONDISI AKHIR
Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

LokasiTujuan Sasaran
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

Jumlah 

Advokasi 

Yang 

Dilakukan

-

-

0 -

0

2 

Pertemua

n 

25.000.000 2 Pertemuan 27.500.000 2 

Pertemuan 

30.250.000 2 

Pertemuan 

82.750.000 BID. PP 

SEKSI 

ADVOKASI 

& 

PENGGER

AKAN

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

 Jumlah 

Frekuensi 

Advokasi 

Program 

KKBPK di 

Kampung Kb 

- - 0 - 0 20 

Advokasi

30.000.000 20 Advokasi 33.000.000 20 

Advokasi

36.300.000 20 

Advokasi

99.300.000 BID. PP 

SEKSI 

ADVOKASI 

& 

PENGGER

AKAN

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 5 Dukungan 

Operasional 

Untuk Kader

Jumlah 

Kader PPKBD 

dan Sub 

PPKBD Yang 

Mendapat 

Operasional

-

-

0 - 0 474 

PPKBD 

dan 742 

Sub 

PPKBD

3.000.000.000 474 PPKBD 

dan 742 Sub 

PPKBD

3.000.000.000 474 PPKBD 

dan 742 

Sub PPKBD

3.300.000.000 474 PPKBD 

dan 742 

Sub PPKBD

9.300.000.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 6 Pembinaan 

Pendayagunaan 

PKB atau PLKB 

dan Kader

 Jumlah 

PPKBD dan 

Sub PPKBD 

yang 

mendapat 

Pelatihan 

Pengelolaan 

Program KB 

- - 0 - 0 474 

PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

80.000.000 474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

88.000.000 474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

96.800.000 474 PPKBD 

3683 Sub 

PPKBD

264.800.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

 Jumlah 

Pelatihan 

dan 

Koordinasi 

Yang 

dilaksanakan 

untuk 

PKB/PLKB 

- - 0 - 0 3 

Pelatihan 

dan 

Koordinasi

47.300.000 3 Pelatihan 

dan 

Koordinasi

52.030.000 3 Pelatihan 

dan 

Koordinasi

57.233.000 3 Pelatihan 

dan 

Koordinasi

156.563.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 7 Peringatan 

Momentum Hari 

Keluarga Nasional

 Jumlah 

Pemenuhan 

Pelaksanaan 

Hari 

Keluarga 

Nasional 

1 

Kegiatan 

Momentu

m 

Harganas

100.000.000 1 Kegiatan 

Momentum 

Harganas

110.000.000 1 Kegiatan 

Momentum 

Harganas

121.000.000 1 Kegiatan 

Momentum 

Harganas

331.000.000 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 8 Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Penyuluhan KB 

(DAK Fisik)

Jumlah 

PKB/PLKB 

Yang 

Mendapat 

Sarana 

Smartphone

Jumlah 

PKB/PLKB 

Yang 

Mendapat 

Sarana 

Smartpho

ne

190.175.000 Jumlah 

PKB/PLKB 

Yang 

Mendapat 

Sarana 

Smartphone

209.192.500 Jumlah 

PKB/PLKB 

Yang 

Mendapat 

Sarana 

Smartphon

e

230.111.750 Jumlah 

PKB/PLKB 

Yang 

Mendapat 

Sarana 

Smartphon

e

629.479.250 BID. PP 

SEKSI 

PENDAYAGU

NAAN 

PKB/PLKB 

DAN IMP

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 16 9 Dukungan Media 

KIE (Komunikasi 

Informasi dan 

Edukasi) Untuk 

Balai Penyuluhan

 Jumlah Balai 

Penyuluhan 

Yang 

Mendapatka

n Dukungan 

Media KIE 

- - 0 - 0 27 Balai 

penyuluha

n

430.254.000 27 Balai 

penyuluhan

473.279.400 27 Balai 

penyuluha

n

520.607.340 27 Balai 

penyuluha

n

1.424.140.740 BID. PP 

SEKSI 

PENYULUHAN 

AN KIE

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Indikat

or 

Sasara

n

Kode Lokasi

2021 KONDISI AKHIR

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Program dan 

Kegiatan

2017 2018 2019 2020

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

Tujuan Sasaran
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 17 Program 

Pengendalian 

Penduduk

Jumlah 

Analisis 

Kependudu

kan Yang 

Dihasilkan 

0 1 115.000.000 1 2.872.896.000 1 2.247.500.000 1 2.472.250.000 1 2.719.475.000 5

10.427.121.000

2 8 26 1 Hasil Analisis 

Operasional 

Program KB Multi 

Indikator Dan 

Efek Spm Dan 

Hasil Pendataan

Jumlah 

peserta 

yang 

mendapat 

hasil analisis 

pendataan 

KB dan 

kependuduk

an

27 

Kecamatan 

dan 133 

KKB

27 

Kecamat

an dan 

133 KKB

40.000.000 27 

Kecamata

n dan 56 

Faskes

40.000.000 - 0 - 0 - 0 27 

Kecamatan 

dan 56 

Faskes

427.550.000 BID. DALDUK 

SEKSI DATA 

DAN 

INFORMASI

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 26 2 Sosialisasi 

Pelaporan Dan 

Evaluasi Program 

KB

Jumlah 

peserta 

sosialisasi 

dan  Evaluasi 

Program KB 

Kependuduk

an

54 Orang 54 Orang 30.000.000 154 Orang 30.000.000 - 0 - 0 - 0 154 Orang 151.025.000 BID. DALDUK 

SEKSI DATA 

DAN 

INFORMASI

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 26 3 Sosialisasi/ 

Desiminasi 

Kebijakan Dan 

Strategi Peranan 

Pengendalian 

Penduduk

Jumlah 

peserta 

Sosialisasi 

Kebijakan 

Dan Strategi 

Peranan 

Pengendalia

n Penduduk

50 orang 

peserta

50 orang 

peserta

20.000.000 50 orang 

peserta

20.000.000 - 0 - 0 - 0 50 orang 

peserta

112.820.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMADUAN 

DAN 

SINKRONISA

SI 

KEBIJAKAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 26 4 Penelahan Data 

Untuk Parameter 

Kependudukan

Jumlah 

peserta 

penelaahan 

Data Untuk 

Parameter 

Kependuduk

an

30 Orang 30 Orang 25.000.000 60 Orang 25.000.000 - 0 - 0 - 0 60 Orang 141.025.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMETAAN 

DAN 

PERKIRAAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 26 5 Forum 

Inventarisasi ADK 

(Analisis Data 

Kependudukan), 

Hasil Kajian 

Dampak 

Kependudukan 

dan Sosialisasi 

GDPK (Grand 

Design 

Pembangunan 

Kependudukan) 

Kab. Lamongan

Jumlah 

Peserta 

Forum dan 

Sosialisasi 

GDPK

80 Orang - 0 80 Orang 50.000.000 - 0 - 0 - 0 80 Orang 232.050.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMETAAN 

DAN 

PERKIRAAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 26 6 Pembentukan 

Kampung KB

 Jumlah 

Kampung KB 

yang 

terbentuk 

5 Kampung 

KB

- 0 5 

Kampung 

KB

150.000.000 - 0 - 0 - 0 5 Kampung 

KB

696.150.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMADUAN 

DAN 

SINKRONISA

SI 

KEBIJAKAN 

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

Lokasi

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017 2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR
Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Tujuan Sasaran
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 26 7 Dukungan 

Operasional 

Integrasi Program 

KKBPK Dan 

Program 

Pembangunan 

Lainnya di 

Kampung KB

 Jumlah 

Kampung KB 

Yang 

Mendapat 

Operasional 

- - 0 27 

Kampung 

KB

2.557.896.000 - 0 - 0 - 0 27 

Kampung 

KB

2.557.896.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMADUAN 

DAN 

SINKRONISA

SI 

KEBIJAKAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 17 1 Sosialisasi 

Pelaporan Dan 

Evaluasi Serta 

Hasil Analisis 

Pendataan 

Program KB dan 

Kependudukan

 Jumlah 

Pendataan 

Keluarga 

yang 

Dilaksanakan 

- - 0 - 0 1 kali 1.800.000.000 1 kali 1.980.000.000 1 kali 2.178.000.000 1 kali 5.958.000.000 BID. DALDUK 

SEKSI DATA 

DAN 

INFORMASI

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

 Jumlah 

peserta 

sosialisasi 

dan  Evaluasi 

Program KB 

Kependuduk

an 

0 - 0 204 

Orang

105.000.000 27 

Kecamatan 

dan 56 

Faskes

115.500.000 27 

Kecamatan 

dan 56 

Faskes

127.050.000 27 

Kecamatan 

dan 56 

Faskes

347.550.000 BID. DALDUK 

SEKSI DATA 

DAN 

INFORMASI

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 17 2 Forum Analisis 

Data 

Kependudukan 

dan Sosialisasi 

Kebijakan 

Pembangunan 

Kependudukan

 Jumlah 

peserta 

penelaahan 

Data Untuk 

Parameter 

Kependuduk

an 

- - 0 - 0 60 Orang 27.500.000 60 Orang 30.250.000 60 Orang 33.275.000 60 Orang 91.025.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMETAAN 

DAN 

PERKIRAAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

 Jumlah 

Peserta 

Forum Grand 

Design 

Pembanguna

n 

Kependuduk

an 

- - 0 - 0 80 Orang 55.000.000 80 Orang 60.500.000 80 Orang 66.550.000 80 Orang 182.050.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMETAAN 

DAN 

PERKIRAAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 17 3 Sosialisasi/ 

Desiminasi 

Kebijakan Dan 

Strategi Peranan 

Pengendalian 

Penduduk

 Jumlah 

peserta 

Sosialisasi 

Kebijakan 

Dan Strategi 

Pengendalia

n Penduduk 

- - 0 - 0 50 orang 

peserta

22.000.000 50 orang 

peserta

24.200.000 50 orang 

peserta

26.620.000 50 orang 

peserta

72.820.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMADUAN 

DAN 

SINKRONISA

SI 

KEBIJAKAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 17 4 Pembentukan 

Kampung KB 

 Jumlah 

Kampung KB 

Yang 

Terbentuk 

- - 0 - 0 5 

Kampung 

KB

165.000.000 5 Kampung 

KB

181.500.000 5 Kampung 

KB

199.650.000 5 Kampung 

KB

546.150.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMADUAN 

DAN 

SINKRONISA

SI 

KEBIJAKAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 17 5 Dukungan 

Operasional 

Program KKBPK 

Serta 

Pembangunan 

Lainnya di 

Kampung KB

 Jumlah 

Kampung KB 

Yang 

Mendapat 

Operasional 

- - 0 - 0 27 

Kampung 

KB

33.000.000 27 Kampung 

KB

36.300.000 27 

Kampung 

KB

39.930.000 27 

Kampung 

KB

109.230.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMADUAN 

DAN 

SINKRONISA

SI 

KEBIJAKAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Lokasi

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017 2018 2019 2020 2021
Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

KONDISI AKHIR
Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Tujuan Sasaran
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

2 8 17 6 Pembentukan 

Pojok 

Kependudukan di 

Kampung KB

 Jumlah 

Rumah Data 

Yang 

Terbentuk di 

kampung KB 

- - 0 - 0 10 Rumah 

Data

40.000.000 10 Rumah 

Data

44.000.000 10 Rumah 

Data

48.400.000 10 Rumah 

Data

132.400.000 BID. DALDUK 

SEKSI 

PEMETAAN 

DAN 

PERKIRAAN 

DALDUK

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

2 8 18 Program 
Pembinaan 
Keluarga

Persentas
e Anggota 
UPPKS 
Yang Ber-
KB

76,14 76,17 0 76,19 0 76,21 1.040.300.000 76,23 1.144.330.000 76,25 1.258.763.000 76,25 3.728.393.000 BID. KET & 

KS.

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

Persentas

e Anggota 

BKR Yang 

ber-KB

75,61% 75,62% 75,63% 75,64% 75,65% 75,65% KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

Persentas

e Anggota 

BKB Yang 

ber-KB

- 78,70 80,10% 80,52% 80,73% 80,74% 80,74% KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 18 1 Pelatihan Teknis 

Ketrampilan dan 

Peningkatan 

Kinerja Kelompok 

Usaha 

Peningkatan 

Pendapatan 

Keluarga 

Sejahtera 

(UPPKS) dan 

Operasional 

Pusyangatra

Jumlah 

Pelatihan 

Peningkatan 

Pendapatan 

Kelompok 

UPPKS

 3 

Pelatihan 9 

Kelompok

- 0 - 0  3 

Pelatihan 

9 

Kelompok

137.500.000  3 Pelatihan 

9 Kelompok

151.250.000  3 

Pelatihan 9 

Kelompok

166.375.000  3 

Pelatihan 9 

Kelompok

455.125.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

PEMBERDAY

AAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA

KABUPA

TEN 

LAMON

GAN

Jumlah Pusat 

pelayanan 

Keluarga 

Sejahtera 

yang 

terpelihara 

dgn baik

2 Pos 

Pelayanan 

KS

- 0 - 0 2 Pos 

Pelayanan 

KS

55.000.000 2 Pos 

Pelayanan 

KS

60.500.000 2 Pos 

Pelayanan 

KS

66.550.000 2 Pos 

Pelayanan 

KS

257.050.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

PEMBERDAY

AAN 

KELUARGA 

SEJAHTERA

2 

KECAM

ATAN

2 8 18 2 Pembinaan dan 

Pendampingan 

Bina Ketahanan 

Remaja dan 

Kesehatan 

Reproduksi

Jumlah 

sekolah dan 

instansi yang 

mendapatka

n pembinaan 

tentang 

Kespro

40 

SLTA/SMP,  

2 PT, 21 

kelompok

- 0 - 0 40 

SLTA/SMP

,  2 PT, 21 

kelompok

49.500.000 40 

SLTA/SMP,  

2 PT, 21 

kelompok

54.450.000 40 

SLTA/SMP,  

2 PT, 21 

kelompok

59.895.000 40 

SLTA/SMP,  

2 PT, 21 

kelompok

228.845.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

REMAJA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

Jumlah 

Pembina 

Saka 

Kencana 

yang 

mendapat 

pembinaan

- 0 - 0 80 

Pembina 

Saka 

Kencana

50.000.000 80 Pembina 

Saka 

Kencana

55.000.000 80 

Pembina 

Saka 

Kencana

60.500.000 80 

Pembina 

Saka 

Kencana

165.500.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

REMAJA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

Lokasi
2017 2018Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

2020 20212019

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

KONDISI AKHIR Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Tujuan Sasaran
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Target Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target  Rp Target Rp

Jumlah 

Kader 

Pengelola 

Bina  

keluarga 

Remaja yg 

mendapat 

pembinaan

60 Kader 

BKR

- 0 - 0 60 Kader 

BKR

50.000.000 60 Kader 

BKR

55.000.000 60 Kader 

BKR

60.500.000 60 Kader 

BKR

185.500.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

REMAJA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 18 3 Pembinaan dan 

Pendampingan 

Bina Keluarga 

Balita dan Bina 

Keluarga Lansia

Jumlah 

Pengelola 

dan Kader 

BKL Yang 

Mendapat 

Pembinaan

- - 0 0 60 Orang 

Kader BKL

82.500.000 60 Orang 

Kader BKB 

dan 60 

Orang Kader 

BKL

90.750.000 60 Orang 

Kader BKB 

dan 60 

Orang 

Kader BKL

99.825.000 60 Orang 

Kader BKB 

dan 60 

Orang 

Kader BKL

273.075.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

Jumlah 

Kader BKB 

dan Kader 

BKL yg 

mendapat 

pembinaan di 

Kampung KB

70 Kader 

BKB dan 70 

Kader BKL 

di Kampung 

KB

- 0 - 0 70 Kader 

BKB dan 

70 Kader 

BKL di 

Kampung 

KB

50.000.000 70 Kader 

BKB dan 70 

Kader BKL di 

Kampung KB

55.000.000 70 Kader 

BKB dan 

70 Kader 

BKL di 

Kampung 

KB

60.500.000 70 Kader 

BKB dan 70 

Kader BKL 

di 

Kampung 

KB

290.500.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 18 4 Penyediaan 

Sarana Bina 

Keluarga Balita 

dan Pemberian 

Operasional 

Kader BKB

Jumlah Desa 

Yang 

Menerima 

BKB Kit

45 Desa - 0 - 0 45 Desa 207.900.000 45 Desa 228.690.000 45 Desa 251.559.000 45 Desa 688.149.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

Jumlah Desa 

Yang 

Menerima 

BKL Kit

45 Desa - 0 - 0 45 Desa 207.900.000 45 Desa 228.690.000 45 Desa 251.559.000 45 Desa 688.149.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

KELUARGA 

BALITA, 

ANAK DAN 

LANSIA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

2 8 18 5 Pembinaan, 

Penilaian, dan 

Pembuatan Profil 

Lomba Kelompok 

Pembinaan 

Keluarga

Jumlah 

Lomba dan 

profil 

Kelompok 

yang dibuat

- -

0 - 0 8 Lomba 

dan 8 

Profil 

Pemenang

150.000.000 8 Lomba dan 

8 Profil 

Pemenang

165.000.000 8 Lomba 

dan 8 

Profil 

Pemenang

181.500.000 8 Lomba 

dan 8 Profil 

Pemenang

496.500.000 BID. KET & 

KS. SEKSI 

BINA 

KETAHANAN 

REMAJA

KABUP

ATEN 

LAMON

GAN

TOTAL 4.456.448.000 11.410.480.000 17.179.365.000 18.310.551.500 19.731.806.650 71.088.651.150TOTAL

Indikat

or 

Sasara

n

Kode
Program dan 

Kegiatan

Indikator 

Kinerja 

Program 

(outcome) 

dan 

Kegiatan 

(output)

Data 

Capaian 

pada 

Tahun 

Awal 

Perencan

aan

2017

Lokasi
2018 2019 2020 2021 KONDISI AKHIR

Unit Kerja 

SKPD 

Penanggun

gjawab

Tujuan Sasaran
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BAB VII 

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

 

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu 

kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. 

Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 

kinerja. 

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan dalam lima 

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 

terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana  yaitu laju 

pertumbuhan penduduk. 

Indikator kinerja Dinas PengendabBlian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Lamongan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ditampilkan dalam Tabel 6.1 berikut ini : 
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Tabel 6.1  

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

 
 
 

NO 

Indikator 
Tujuan 

RPJMD 
2016-2021 

Indikator 
Sasaran 

RPJMD 
2016-2021 

Indikator Sasaran 

Renstra DPPKB 

Kondisi 
Kinerja pada 

awal periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun  

(dalam persen) 

Kondisi 
Kinerja pada 

akhir periode 
RPJMD 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 

P
ro

se
n
ta

se
 

T
in

g
k
a
t 

P
e
n
g
a
n
g
g
u
ra

n
 

T
e
rb

u
k
a
 

L
a
ju

 

P
e
rt

u
m

b
u
h
a
n
 

P
e
n
d
u
d
u
k
 Prevalensi Peserta KB 

Aktif 7
7
,7

2
 

7
7
,7

3
 

7
7
,7

4
 

7
7
,7

5
 

7
7
,7

6
 

7
7
,7

7
 

7
7
,7

8
 

7
7
,7

8
 

Angka Kelahiran Kasar 0
 

1
0
,3

6
 

1
0
,3

1
 

1
0
,2

6
 

1
0
,2

1
 

1
0
,1

6
 

1
0
,1

1
 

1
0
,1

1
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BAB VII 

PENUTUP 

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lamongan adalah 
merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra OPD Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan adalah 
merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/ strategi 
pembangunan. 

 Sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan 
diharapkan bisa memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program 
pembangunan daerah selama lima tahun ke depan oleh OPD  Dinas pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan. Dengan adanya Peraturan 
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD, maka dibuat Renstra Perubahan OPD 
sehingga dapat selaras dengan RPJMD Kabupaten Lamongan dan RPJMD Propinsi 

Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

Selain itu keberadaan Renstra OPD Dinas pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan juga harus selaras dengan Renstra BKKBN 
Tahun 2015-2020. Renstra SKPD merupakan dasar rujukan bagi OPD dalam menyusun 
Renja OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dipergunakan oleh 
Unit Kerja sebagai usulan program dan kegiatan guna mewujudkan tercapainya 
pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana Visi dan Misi yang tertuang dalam 
RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 dengan menyesuaikan program 
Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi OPD. 

Lamongan,       Juni 2021 
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 
KABUPATEN LAMONGAN 

 
 
 
 

U M U R O N A H, S.ST., M.Kes. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19721111 199203 2 010 
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	Bab  V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, berisikan tentang Rencana Program,Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bere...

